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PEDOMAN LITERASI ARAB LATIN 

 

KEPUTUSAN BERSAMA 

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

REPUBLIK INDONESIA 

 

Nomor: 158 Tahun 1987 

Nomor: 0543b//U/1987 

 

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke 

abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab 

dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. 

A. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan 

huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan 

dengan huruf dan tanda sekaligus. 

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf 

latin: 

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan أ

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت
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 Ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ḥa ḥ ح

ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż Zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Ṣad ṣ ص

es (dengan titik di 

bawah) 

 Ḍad ḍ ض

de (dengan titik di 

bawah) 

 Ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa ẓ ظ

zet (dengan titik di 

bawah) 

 ain ` koma terbalik (di atas)` ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Ki ق
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 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ھ

 Hamzah ‘ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

 

B. Vokal  

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

1. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A ـَ

 Kasrah I I ـِ

 Dammah U U ـُ
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2. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut: 

 

 

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathahdan ya Ai a dan u يْ.َ..

 Fathah dan wau Au a dan u وْ.َ..

Contoh: 

 kataba كَتبَََ -

 fa`ala فعََلََ -

 suila سُئِلََ -

 kaifa كَيْفََ -

 haula حَوْلََ -

 

 

 

C. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 
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Tabel 0.4: Tabel Tansliterasi Maddah 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan alif atau ya Ā a dan garis di atas ا.َ..ى.َ..

 Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas ى.ِ..

 Dammah dan wau Ū u dan garis di atas و.ُ..

Contoh: 

 qāla قَالََ -

 ramā رَمَى -

 qīla قيِْلََ -

 yaqūlu يقَوُْلَُ -

 

D. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu: 

1. Ta’ marbutahhidup 

Ta’ marbutahhidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan 

dammah, transliterasinya adalah “t”. 

2. Ta’ marbutah mati 

Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah “h”. 

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 

ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”. 
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Contoh: 

 raudah al-atfāl/raudahtul atfāl رَؤْضَةَُالأطَْفَالَِ -

رَةَُ -  al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah الْمَدِيْنَةَُالْمُنوََّ

 talhah  طَلْحَةَْ -

 

E. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah 

tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf 

yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh: 

لََ -  nazzala نَزَّ

 al-birr البِرَ  -

 

 

F. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu 

 :namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas ,ال

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang 

langsung mengikuti kata sandang itu. 
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2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan 

dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai 

dengan bunyinya. 

 Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis 

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang. 

Contoh: 

جُلَُ -  ar-rajulu الرَّ

 al-qalamu الْقَلمََُ -

 asy-syamsu الشَّمْسَُ -

 al-jalālu الْجَلالََُ -

 

G. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku 

bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang 

terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. 

Contoh: 

 ta’khużu تأَخُْذَُ -

 syai’un شَيئَ  -

 an-nau’u النَّوْءَُ -

 inna إنََِّ -
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H. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. 

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka 

penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. 

Contoh: 

ازِقيِْنََ - َاللهََفهَُوََخَيْرَُالرَّ  /Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn  وََإِنَّ

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn 

 Bismillāhi majrehā wa mursāhā  بسِْمَِاللهَِمَجْرَاھَاَوََمُرْسَاھَا -

 

I. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa 

yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan 

huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh 

kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Contoh: 

َِالْعَالمَِيْنََ -  /Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn  الْحَمْدَُللهَِرَب 

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn 

حِيْمَِ - حْمنَِالرَّ  Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm   الرَّ
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Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan 

Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata 

lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak 

dipergunakan. 

Contoh: 

َرَحِيْمَ  -  Allaāhu gafūrun rahīm  اللهَُغَفوُْر 

َِالأمُُوْرَُجَمِيْعًا -  Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an  لِِل 

 

 

J. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini 

merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian 

pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid. 
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ABSTRAK 

 

IMPLEMENTASI PERAN BP4 DALAM KONSELING, MEDIASI, DAN 

ADVOKASI SEBAGAI UPAYA MENURUNKAN ANGKA PERCERAIAN DI 

KECAMATAN DEPOK 

 

Yusuf Kurniawan 

(17421071) 

 

Peran BP 4 (Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) sebagai 

organisasi yang bermitra dengan pemerintah dalam mewujudkan keluarga 

sakinah,mawadah dan warahhmah sangat dibutuhkan. Apalagi melihat jumlah 

perceraian yang terjadi dalam Kabupaten Sleman. BP4 mempunyai peran untuk 

meningakatkan kualitas perkawinan dan mencegah adanya perceraian yang terjadi 

di masyarakat dengan program-program yang di bentuk untuk menekannya. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan BP4 dalam mengatasi perceraian 

dan Impelementasi peran BP 4 dalam konseling,mediasi dan advokasi. Jenis 

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. 

Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Teknik penentuan informan 

menggunkan cara Purposive Sampling. Sedangkan Teknik pengumpulan data 

menggunakan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun Hasil 

penelitian dalam skripsi ini adalah peran BP4 dalam menurunkan angka perceraian 

mengalami beberapa dinamika dikarenakan kebijakan yang dibentuk pemerintah. 

Beberapa kebijakan tersebut adalah  adanya Undang-Undang no 1 tahun 1974, 

Peraturan Pemerintah no 73 tahun 1999, dan Direktur Jenderal Bimbingan 

Masyarakat Islam No Dj.II/ 372 tahun 2011. Sehingga dalam perkembangganya BP 

4 menggunakan dua cara pertama meningkatkan kualitas perkawinan dengan 

bimbingan perkawinan kemudian melakukan progam konseling, mediasi, dan 

advokasi sebagai upaya pendampingan dalam pemberian alternatif solusi sebelum 

pasangan melakukan perceraian di pengadilan. Implementasi peran BP4 dalam 

konseling dan mediasi dalam perlaksanaan dapat berjalan dengan menghasilkan 

data pasangan yang mengikutinya. Namun dalam Advokasi belum berjalan optimal 

dikarenakan tidak adanya klien.  

 

 

Kata Kunci : Badan Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP 4), 

perceraian, konseling, mediasi dan advokasi. 
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ABSTRACT 

 

 

IMPLEMENTATION OF THE ROLE OF BP4 IN COUNSELING, 

MEDIATION, AND ADVOCACY AS AN EFFORT TO REDUCE THE 

DIVORCE RATE IN DEPOK SUBDISTRICT 

 

 

Yusuf Kurniawan 

(17421071) 

 

The role of BP 4 (Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian 

Perkawinan/Advisory Board for the Development and Preservation of Marriage) as 

an organization partnering with the government to realize a sakinah mawaddah wa 

rahmah family (a family of peace, love, and affection) is strongly needed. In 

addition, considering the divorce rate in Sleman Regency, BP4 plays a role in 

improving the quality of marriage and preventing divorce through some programs 

that are designed to reduce divorce rate. This study aimed to identify the role of 

BP4 in decreasing divorce rate and the implementation of the role of BP4 in 

counseling, mediation, and advocacy. The type of reasearch used in this stufy was 

a qualitative research. By using an empirical juridical approach. The informants 

were determined based on the purposive sampling technique while the data 

collection techniques included observation, interviews, and documentation. The 

results of the study showed that the role of BP4 in reducing divorce rate had some 

dynamics due to policies established by the government. Some of these policies was 

the existence of Law No. 1 of 1974,  Goverment regulation No.73 of 1999, and 

Director General of Islamic Community Guidance No. Dj.II/372 of 2011. 

Therefore, over the course of development, BP4 used two methods, first, through 

marriage guidance to improve the quality of marriage and, second, through 

counseling, mediation, and advocacy programs as a guidance effort to provide an 

alternative solution before a married couple filed for divorce with the court. During 

the implementation of the role of BP4 in counseling and mediation, data of the 

married couples participating in the programs were obtained. However, the 

advocacy has not been optimum due to the absence of clients. 

 

Keywords: Advisory Board for the Development and Preservation of Marriage 

(BP4), divorce, counseling, mediation, and advocacy 
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KATA PENGANTAR  

 

 بِسْمِ اللَّهِ الرهحَْْنِ الرهحِيم

نُهُ وَنَسْتـَغْفِرُهُ، وَن ـَ اللهُ تِ أَعْمَالنَِا، مَنْ يَـهْدِهِ عُوذُ بِِلِله مِنْ شُرُورِ أنَْـفُسِنَا وَمِنْ سَيهِئَاإنه الـحَمْدَ لِلَّهِ نـَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيـْ
 ، نبَِيهِنَا وَحَبِيْبِنَا مُـحَمهدٍ سهلََمُ عَلَى أَشْرَفِ الأنَبِْيَاءِ وَالـمُرْسَلِيَْ فَلََ مُضِله لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلََ هَادِيَ لَهُ،وَالصهلََةُ وَال
يهِبِيَْ وَأَصْحَابِهِ الغُرهِ هَاتِ الـمُؤْمِنِيَْ ، وَعَلَى آلِهِ الطه رَاتِ أُمه أَرْسَلَهُ اُلله رحَْـمَةً للِْعَالَمِيَْ ، وَعَلَى أَزْوَاجِهِ الطهاهِ 
يْنِ ،   مها بَـعْدُ أَ الـمَيَامِيِْ ، وَمَنْ تبَِعَهُمْ بِِِحْسَانٍ إِلََ يَـوْمِ الدهِ

 

Alhamdulillahi robbil ‘alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan atas 

kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya yang tiada 

henti diberikan kepada hambanya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian  

skripsi yang berjudul “Implementasi Peran Bp 4  Dalam Konseling, Mediasi, 

Dan Advokasi Sebagai Upaya Menurunkan Angka Perceraian Di Kecamatan 

Depok”. Skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai mahasiswa untuk memperoleh 

gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ahwal Syakhshiyyah Fakultas Ilmu 

Agama Islam Universitas Islam Indonesia. 

Sholawat serta salam kita berikan kepada Baginda Rasulullah Nabi 

Muhammad saw yang telah membawa petunjuk untuk seluruh umat manusia. 
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Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan 

dari segi tata kepenulisan kebahasaan karya ilmiah yang baik, maka dari itu, penulis 

mengharapkan kritik dan saran demi adanya perbaikan skripsi ini selanjutnya. Tak 

lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada: 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

 

Setiap muslim menyakini bahwa kehidupan di dunia merupakan tempat 

sementara untuk memperbanyak beribadah yang bedasarkan perintah Allah 

SWT. Salah satu bentuk yang dilakukan umat muslim adalah melangsungkan 

perkawinan sesuai dengan perintah Allah dan mengikuti Sunnah Rasulullah 

Saw. Sebagaimana ditunjukan dalam Surat Ar-Rum ayat 21 salah satu tujuan 

perkawinan ialah sebagai berikut:  

هَا وَجَعَ  تَسْكُنُواوَمِنْ آيََتةِِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أنَْـفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِ  نَكُمْ مَ إِليَـْ  وَدهةً لَ بَـيـْ
 
  إِنه فِ ذَلِكَ لَ  وَرَحْْةًَ

(۲۱يََتٍ لِقَوْمٍ يَـتـَفَكهرُونَ )   

 “Termasuk ayat-Nya pula, Allah menciptakan jodohmu dari jenismu 

sendiri agar kamu menemukan ketenangan di sampingnya, Ia juga menciptakan 

kasih dan sayang yang mengikat. Yang demikian itu merupakan ayat bagi kaum 

yang berfikir”.1 (QS.Ar-Rum ayat 21) 

Bahwa hadirnya sebuah kenikmatan dari pada  perkawinan merupakan 

wujud rahmat-Nya dan agar manusia mengingat akan kebesarannya sehingga 

dalam perwujudannya melalui perintah yang dibenarkan. Dalam rangka untuk 

mewujudkan sebuah perkawinan tersebut tentunya harus sesuai dengan UU yang 

berlaku di Indonesia. Yaitu melalui UU perkawinan Nomor 16 tahun 2019 

tentang perubahan atas Undang–Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang 

perkawinan. Aturan tersebut tidak mengkhususkan masyarakat dengan agama 

                                                           
1 Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, Al-Qur’an dan Tafsir, cet.  XIX, ( Yogyakarta: UII Press, 

2019), 721. 
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tertentu. Sehingga dalam penerapan hukumnya bersifat menyeluruh untuk 

semua masyarakat. Bagi yang beragama muslim, Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

menjadi aturan tambahan untuk melengkapi beberapa pasal hukum yang kurang 

tegas dan untuk mengakomodir beberapa perbedaan aturan yang dianut oleh 

umat muslim. Pembahasan yang dikhususkan tersebut ialah mengenai bidang 

perkawinan, warisan, dan wakaf. Adapaun manfaat yang dapat diambil dari 

penambahaan aturan tersebut ialah sebagai pedoman pejabat instansi penegakan 

hukum ataupun masyarakat untuk mengambil suatu keputusan yang 

berhubungan dengan perkawinan. 

Pengertian perkawinan sebagaimana dimasukkan dalam UU perkawinan 

di Indonesia dalam pasal 1 disebutkan bahwa “perkawinan ialah ikatan bathin 

antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Mahaesa”.2 Jika kita melihat lebih dalam mengenai makna dari 

sebuah tujuan perkawinan yang terkandung di dalam pengertian tersebut 

mengandung kata bahagia dan kekal. Kata tersebut mengandung nilai sakralitas 

yang tinggi. Maka dari itu seharusnya perkawinan menjadi momentum pertama 

dan terakhir bagi setiap muslim agar nilai yang terkandung di dalamnya tidak 

pudar dengan perbuatan perceraian.  

Ajaran agama Islam telah memberikan tuntunan agar anggota keluarga 

dapat melaksanakan peran dalam rumah tangga dengan baik yaitu dengan 

                                                           
2 UU no 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang – Undang no 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan,. Pasal 1. 
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meneladani rumah tangga Nabi Muhammad SAW. Namun apabila terjadi 

penyimpangan dalam pelaksanaan peran tersebut maka perceraian diambil 

sebagai jalan keluar terakhir dari permasalahan rumah tangga. Meskipun 

perceraian merupakan perbuatan yang tidak dilarang dalam islam, namun Allah 

sangat membenci perbuatan tersebut. Perceraian merupakan akhir dari sebuah 

pernikahan yang tidak bisa dipertahankan oleh karena beberapa alasan yang 

tidak bisa disamakan dalam beberapa keadaan. Dalam KHI perceraian dapat 

terjadi dikarenakan beberapa alasan : Karena putus dengan suatu keadaan yang 

tidak bisa direncanakan (Kematian), karena adannya persoalan yang 

mengakibatkan adanya perceraian, karena adanya putusan pengadilan.3  

Menurut data yang dipublikasikan oleh Pengadilan Agama Sleman  pada 

laporan tahunan sebagai wujud transparansi atas kegiatan yang sudah dijalankan 

menjelaskan tentang data cerai gugat dan cerai talak. Pada tahun 2020 di 

Pengadilan Agama sleman cerai talak yang diajukan oleh pihak suami  berjumlah 

435 kasus sedangkan untuk cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri berjumlah 

1343 kasus. Kemudian pada tahun 2021 jumlah cerai talak mengalami 

penurunan dari tahun sebelumnya yang berjumlah 427 kasus, sedangkan untuk 

cerai gugat mengalami penurunan yang berjumlah 1234 kasus.4 Maraknya kasus 

perceraian yang sedang terjadi ini seharusnya menjadikan perhatian bagi kita 

semua bahwa dalam menjalin sebuah rumah tangga perlunya mempersiapkan 

banyak hal, sehingga dampak buruk dari perceraian dapat dihindari lebih dini.  

                                                           
3 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 113. 
4 Website Pengadilan Agama Sleman, diakses pada hari Selasa Tanggal 04 April 2022 Jam 

21.00 WIB. Dikutip dari https://pa-slemankab.go.id/article/laporan-tahunan. 

https://pa-slemankab.go.id/article/laporan-tahunan
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Secara garis besar faktor pengetahuan dari setiap pasangan yang akan 

langsungkan pernikahan pun menjadi pendukung dalam mengarungi  kehidupan 

rumah tangga. Kesiapan dalam pernikahan diartikan dari antisipasinya 

mempersiapakan terhadap segala hal yang timbul setelah terjadinya perkawinan. 

Termasuk kesiapan dalam mengantisipasi terjadinya konfik dalam rumah 

tangga. Jika seseorang kurang memahami dalam bertindak dalam mengambil 

sebuah keputusan yang baik, maka seringkali terjebak dalam emosi yang 

merugikan kedua belah pihak. 

Dalam skema mewujudkan pernikahan yang didasarkan pada tujuan 

keluarga SAMARA (sakinah, mawaddah, dan roḥmah) dan untuk meningkatkan 

kualitas perkawinan menurut ajaran islam. BP 4 menjadi lembaga yang 

konsisten untuk membidangi penasehat perkawinan dan pengurangan perceraian 

melalui pemberian alternatif solusi yang ditawarkan. Adanya organisasi BP 4 

ada sebagai bentuk keprihatinan dan kepedulian terhadap kualitas perkawinan 

umat islam di Indonesia. 

Tugas dan fungsi serta peran BP 4 begitu penting untuk menjaga 

terwujudnya konsep ideal perkawinan dan upaya menekan angka perceraian 

yang terjadi. Sebagaimana tercantum dalam tugas dan fungsi lingkup kinerjanya 

tidak hanya menyelenggarakan proses bimbingan pernikahan atau suscatin. 

Melainkan ada perhatian terhadap konseling, mediasi, dan advokasi sebagai 

upaya untuk menurunkan angka perceraian yang terjadi. Sehingga mengenai 

pelaksanaan dari proses tersebut perlu menjadi perhatian agar dalam 

menurunkan angka perceraian dapat dilakuakan secara baik. 
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Dari latar belakang penulis tersebut, Penulis sangat tertarik untuk 

mengkaji lebih lanjut dalam sebuah skripsi yang berjudul “Implementasi Peran 

Bp 4 Dalam Konseling, Mediasi, Dan Advokasi Sebagai Upaya 

Menurunkan Angka Perceraian Di Kecamatan Depok.” 

B. Fokus Penelitian 

1. Apa peran BP 4 dalam mengatasi masalah perceraian ?  

2. Bagaimana Implementasi peran BP 4 dalam Konseling, Mediasi, dan 

Advokasi dalam upaya menurunkan angka perceraian di Kecamatan Depok ? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

a. Menjelaskan peran BP 4 dalam mengatasi masalah perceraian. 

b. Menjelaskan Implementasi peran BP4 dalam Konseling, Mediasi, dan 

Advokasi dalam upaya menurunkan angka perceraian di Kecamatan 

Depok. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Secara Teoritis 

1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan 

perihal peran BP 4 dalam mengatasi masalah perceraian, serta 

diharapkan dapat menjadi penunjang pengembangan ilmu pengetahuan 

yang dipelajari dalam pemaparan lebih rinci di dunia pendidikan.  

2) Memberikan dedikasi ilmiah terkait Studi kritis mengenai tugas dan 

fungsi BP 4 dalam mengatasi masalah perceraian agar masyarakat 
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setempat dapat memahami secara menyeluruh akan hadirnya peran 

lembaga yang sangat peduli terkait kualitas . 

b.  Secara Praktis  

1) Sebagai upaya untuk memenuhi tugas akhir studi Ahwal Syakhshiyah 

Fakultas Ilmu Agama Islam di Universitas Islam Indonesia agar 

mendapatkan gelar Strata 1. 

2) Digunakan untuk referensi pandangan dalam menempuh studi Ahwal 

Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam.  

3) Memperbanyak wawasan BP 4 dalam mengevaluasi pelaksanaan 

konseling, mediasi dan advokasi dalam menurunkan angka perceraian. 

D. Sistematika Pembahasan  

 Penyusunan skripsi ini terbagi kepada lima bab. Masing-masing bab 

membahas permasalahan tersendiri, tetapi tetap saling berkaitan antara sub bab 

dengan bab yang berikutnya. Untuk memberikan gambaran secara mudah agar 

lebih terarah dan jelas mengenai pembahasan skripsi ini penyusun menggunakan 

sistematika dengan membagi pembahasan sebagai berikut: 

 Bab I merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang 

masalah, Fokus Penelitian, Tujuan dan Manfaat penelitian serta Sistematika 

pembahasan. Pada bab awal ini merupakan sebuah dasar lingkup ketentuan 

untuk bab berikutnya. 

 Bab II merupakan bab yang menguraikan tentang Kajian penelitian yang 

pernah diteliti untuk melihat posisi judul penelitian yang membedakan dengan 

penelitian sebelumnya. Beserta menyertakan beberapa kerangka Teori untuk 
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memberikan gambaran yang jelas dalam mencari tujuan penelitian yang sedang 

diteliti.  

 Bab III merupakan bab dalam penelitian yang membahas mengenai 

metode penelitian. Beberapa hal yang termuat dalam bab metode penelitian ini 

adalah Jenis penelitian dan pendekatan, tempat atau lokasi penelitian, informan 

penelitian, teknik penentuan informan, teknis pengumpulan data dan teknis 

analisis data.   

 Bab IV Merupakan tahapan penelitian yang membahas Hasil Penelitian 

dan Pembahasan. Muatan yang dibahas dalam tahap penelitian ini adalah 

menjelaskan tugas dan fungsi BP 4 dalam mengatasi masalah perceraian beserta 

Implementasi peran Konseling, Mediasi, dan Advokasi dalam upaya 

menurunkan angka perceraian di Kecamatan Depok. 

 Bab V, Bab ini akan menguraikan Penutup penelitian yang bedasarkan 

pembahasan yang termuat dalam tahapan-tahapan penelitian sebelumnya. 

Pembahasan pada bab ini meliputi Kesimpulan yang didapat dari jawaban 

rumusan masalah atau pertanyaan penelitian, Saran yang berlandaskan pada 

hasil kesimpulan penelitian, dan Bagian Akhir yang memuat Daftar Pustaka dan 

beberapa Lampiran yang digunakan dalam penelitian.  
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BAB II 

KAJIAN PENELITIAN DAN KERANGKA TEORI 

 

A.  Kajian Penelitian  

Sebagai upaya untuk membantu tujuan penelitian yang akan dilakukan oleh 

peneliti, peneliti telah melakukan beberapa studi penelitian terdahulu yang 

berhubungan terhadap topik penelitian. Beberapa hasil penelitian terdahulu 

yang sudah di telusuri adalah sebagai berikut: 

1. Skripsi oleh M Adi Wiryawan Prayudha(2020), Dengan judul “Efektifitas 

Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan(BP4) dalam 

Mencegah Terjadinya Perceraian”.5 Penelitian ini berfokus pada peran 

yang dilakukan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan 

(BP 4) dalam upaya untuk mencegah adanya perceraian, kendala yang 

dialami (BP 4) dalam menjalankan fungsinya dan upaya untuk mengatasi 

permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian 

kualitatif yang datanya diperoleh secara langsung di lokasi penelitian dan 

dengan hasil :  

“Secara prosedural peran BP 4 kabupaten Magelang sudah melakukan 

perannya sebagai mediator secara baik namun ada beberapa hal yang dirasa 

pengadilan belum secara optimal merekomendasikan BP 4 Kabupaten 

Magelang menjadi gerbang awal dalam sebuah perceraian, disisi lain 

                                                           
5 M. Adi Wiryawan Prayudha,. Efektivitas Badan Penasihatan Pembinaan Dan Pelestarian 

Perkawinan (Bp4) Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian. PhD diss., Skripsi, Universitas 

Muhammadiyah Magelang, 2020. 
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terbatasnya anggaran yang dimiliki sehingga berakibat pada proses 

rekrutmen anggota tidak maksimal”.6 

Persamaan dalam penelitian ini dengan yang sedang diteliti adalah 

Bagaimana peran BP 4 dalam memediasi pasangan  sebelum proses 

percerain di pengadilan, sedangkan perbedaan dari penelitian ini 

menekankan pada keadaan internal BP 4 dalam menjalankan tugasnya dan 

upaya yang dilakukan untuk mengastasi permasalahan tersebut.  sedangkan 

penelitian yang sedang diteliti ini tidak hanya mengambil sisi mediasi 

namun konseling dan advokasi. 

2. Skripsi oleh M. Ardiansyah,(2019) Dengan Judul “Eksistensi Badan 

Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Di Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Pahandut dan Jekan Raya Kota Pelangkaraya”.7  

Penelitian ini menecermati sebuah peran BP 4 dalam proses pemberian 

bimbingan penasihatan perkawinan dan beberapa kedala beserta solusi yang 

dilakukan badan tersebut untuk menanggulanginya berdasarkan tugas dan 

fungsi yang melekat kepada lembaga tersebut. penelitian ini menggunakan 

metode pendekatan kualitatif deskriptif yang merupakan cara untuk 

memperoleh jenis atau tipe yang diharapkan. Penelitian ini menghasilkan 

beberapa kesimpulan diantarannya:  

“Peran dan fungsi BP 4 di KUA kec pahandut dan Jekan Raya Kota 

Palangkaraya mensisihkan beberapa permasalahan yang ada diantaranya 

                                                           
6 Ibid. 
7 M,Ardiansyah, Eksistensi badan penasihatan pembinaan dan pelestarian perkawinan di 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut dan Jekan Raya Kota Palangka Raya. PhD diss., IAIN 

Palangka Raya, 2019. 
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belum adanya SK struktural organisasi BP 4, SOP (Standard Operating 

Procedure) dalam pemberian penasihatan pra nikah, Kurangnya dana 

operasional dan kurangnya kerjasama dengan instansi terkait. Walaupun 

secara SOP belum ada secara administrasi namun dalam pelaksanaannya 

sudah diusahakan sebisamungkin dilaksanakan tanpa memandang 

kurangnya deminkian, seperti catin yang tidak bisa hadir dalam penjadwalan 

konselor akan memberikannya pada saat sebelum melangsungkan akad  

dilangsungkan”.8 

Persamaan penelitian ini dengan yang sedang diteliti adalah persamaan 

pembahasan mengenai tugas dan fungsi BP 4 berjalannya sebuah lembaga. 

Namun terdapat perbedaan dengan penelitian ini yaitu mencoba untuk 

mendeskripsikan tugas dan fungsi untuk memberikan bimbingan penasihat 

perkawinan dan permasalahan yang melekat pada BP 4 dalam menjalankan 

tugas dan funsinya. Sedangakan peneliti yang sedang diteliti ini mengulas 

fokus pada Tugas dan fungsi untuk menurunkan angka perceraian dan 

berfokus pada Konseling, Mediasi dan Advokasi.  

3. Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam oleh Zahrotul Hamidah (2019). 

Dengan judul “Peran Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian 

Perkawinan (BP4) dalam Mencegah Perceraian (Studi Kasus di KUA 

Kecamatan Klojen Kota Malang”.9 Penelitian ini berfokus pada upaya 

mendeskripsikan angka perceraian yang terjadi di Kecamatan Klojen Kota 

                                                           
8 Ibid. 
9 Zahrotul Hamidah, Peran Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan 

(BP4) dalam Mencegah Perceraian (Studi Kasus di Kua Kecamatan Klojen Kota Malang). Jurnal 

Hikmatina 1, no. 1 (2019). 
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Malang,  beserta menjelaskan peran BP4 dalam mencegah perceraian di 

Kecamatan Klojen dan beberapa faktor yang menghambat dalam mencegah 

perceraian yang terjadi. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif 

deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok 

manusia,suatu objek, suatu situasi kondisi,suatu sistem pemikiran, ataupun 

suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Hasil penelitian ini adalah : 

 “Terjadi peningkatan perceraian di KUA Kecamatan Klojen Kota 

Malang pada tahun 2017 hingga 2018. Peran BP4 ditegaskan dalam 

wawancaranya menjelaskan bahwa hanya memfaslitasi segala bentuk 

pengaduan atau pelaporan yang terjadi dan menidentifikasi kasus yang 

terjadi di dalam rumah tangga pasangan tersebut. Beberapa hal yang 

menghambat dalam menjalankan perannya yaitu tidak terbukanya salah satu 

pihak, salah satu pihak tidak bersedia untuk dihubungi, adannya perubahan 

peraturan pemerintah, sikap bersikukuh untuk bercerai, kurangnya 

pengetahuan masyarakat mengenai keberadaan BP4”. 10 

 Persamaan penelitian yang sedang diteliti ialah sama-sama 

menjelaskan mengenai  peran BP4 dalam mengurangi angka perceraian. 

Sedangkan perbedaan penelitian terletak pada hambatan BP4 dalam 

mengurangi perceraian yang ingin dijelaskan oleh peneliti jika dalam 

penelitian ini mendeskripsikan perihal tersebut sedangkan pada penelian 

yang sedang diteliti lebih fokus kepada peran BP4 dalam melaksanakan 

tugasnya sebagai lembaga yang berpusat pada pelestarian perkawinan.  

                                                           
10 Ibid. 
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4. Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam (2021) oleh Muhammad Da’I 

dengan Judul “Peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian 

Perkawinan (BP4) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kota 

Yogyakarta”.11  Penelitian ini membahas mengenai bagaimana peran BP4 

dalam memberikan bimbingan dan konseling terhadap keluarga bermasalah 

dan faktor pendukung keberhasilan dalam melaksanakan Tugas sebagai 

lembaga yang berfokus pada pelestarian perkawinan. Dengan hasil 

penelitian:  

 “Peran BP 4 dalam menyelesaikan perselisihan perkawinan di Kota 

Yogyakarta diakomodir dalam beberapa kategori yang mendominasi angka 

perkara yang masuk dalam proses penyelesaian perkara yaitu masalah 

ekonomi, meninggalkan kewajiban, KDRT tidak ada komunikasi maupun 

perselingkuhan. Sedangkan peran ideal BP 4 dalam pembinaan Keluarga 

Sakinah ada 3 bentuk yang dilaksanakan sesuai dengan namanya 

diantaranya: sebagai lembaga Edukasi dan Konseling, Lembaga Mediasi, 

sebagai Lembaga Advokasi. Pelaksanaan tugas BP4 Kota Yogyakarta 

dalam upaya menekan angka perceraian yang terjadi sudah mampu 

menekan angka perceraian yang ada sejumlah 60 %  dapat menyelesaikan 

masalah  dan 40 % melanjutkan permasalahan keluarganya ke Pengadilan 

Agama. Sebuah keberhasilan tersebut tidak lepas dari keberhasilan BP 4 

kota Yogyakarta dalam mengakomodir lembaga tersebut ”. 12 

                                                           
11 Mohammad Dai Iskandar,. Peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian 

Perkawinan (BP 4) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kota Yogyakarta. AL-MANAR: 

Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam 10, no. 2 (2021). 
12 Ibid. 
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Persamaan penelitian dengan yang sedang diteliti adalah sama-sama 

menguraikan tentang peran BP4 dalam menurunkan angka perceraian 

sedangkan perbedaan dengan yang sedang diteliti ialah peneliti ini berfokus 

pada Implementasi konseling, mediasi dan advokasi dalam menurunkan 

angka perceraian.  

5. Skripsi oleh Kemelia Sambas (2019). Dengan Judul “Pola Bimbingan BP4 

(Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestararian Perkawinan) Dalam 

Mencegah Perceraian Di Kua Kecamatan Medan Perjuangan”.13 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk bimbingan BP 4 untuk 

mencegah terjadinyya perceraian yang terjadi di KUA Medan Perjuangan, 

beserta untuk mengetahui persoalan hambatan dan keberhasilan BP 4 dalam 

mencegah fenomena perceraian yang terjadi di KUA Medan Perjuangan. 

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif Deskriptif yaitu 

menggunakan teknik pengumpulan suatu data dengan menggunakan sebuah 

cara Observasi, dengar pendapat dalam wawancara dan pengumpulan 

sebuah data Dokumentasi. Sedangkan pengambilan analisis datanya pada 

sebuah penelitian ini menggunakan jenis analisis deskriptif. Hasil penelitian 

ini adalah : 

 “Suatu pola yang digunakan KUA Medan Perjuangan dalam 

melakukan Bimbingan bagi pasangan perkawinan ialah melaksanakan 

konsep Bimbingan Pranikah, beserta bimbingan selepas melakukan akad 

                                                           
13 Kemelia Sambas, Pola Bimbingan Bp4 (Badan Penasehatan, Pembinaan Dan 

Pelestarian Perkawinan) Dalam Mencegah Perceraian Di Kua Kecatamatan Medan Perjuangan. 

PhD diss., Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019. 
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perkawinan, layanan bimbingan secara pribadi, bentuk pendampingan 

Agama, dan Bimbingan pasangan perkawinan dengan layanan penyebaran 

informasi, edukasi baik individu maupun kelompok. Sedangkan Hambatan 

yang didapatkan KUA Medan Perjuangan dalam upaya untuk mencegah 

perceraian ialah beberapa masyarakat menunjukan minimnya kesadaran 

dalam menganggap pentingnya sebuah pengetahuan mengenai bimbingan  

yang diagendakan oleh BP4 KUA Medan Perjuangan. Disisi lain sumber 

daya manusia yang dimiliki dalam BP4 berjumlah sedikit hal ini disebabkan 

karena pengurus BP4 mempunyai beban ganda menjadi pengurus KUA, 

sehingga dalam upaya melaksanakan tuganya menjadi terganggu dan 

mengalami kurang fokus. Namun dalam pelaksanaan tugas yang terganggu 

oleh banyaknya agenda yang harus dijalankan masih menunjukan 

keberhasilan yang baik dalam mencegah perceraian yang terjadi. Hal 

tersebut dapat dilihat dari jumlah menurunnya perceraian di Kecamatan 

Medan Perjuangan”. 14 

 Persamaan penelitian di atas dengan yang sedang diteliti oleh peneliti 

ialah adanya persamaan dalam upaya menjelaskan BP 4 secara fungsi dalam 

mengurangi angka perceraian. Sedangkan letak perbedaan dengan 

penelitian yang sedang peneliti teliti adalah hambatan yang disebutkan 

dalam penelitian di atas dijelaskan dalam beberapa pesoalan yang 

menghalangi dalam upaya menurunkan angka perceraian. Sedangkan dalam 

penelitian yang sedang diteliti ini lebih menekankan pada Implementasi 

                                                           
14 Ibid.  
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tugas yang sudah melekat yang menjadi kewenangan dalam melaksanakan 

penurunan angka perceraian.  

6. Jurnal Studi Agama oleh Putri Diana and Nur Fitriyana (2020). Dengan 

Judul “Peran Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan 

(BP4) KUA Terhadap Kekerasan Dalam Rumag Tangga (KDRT)”.15 

Penelitian ini menekankan pada upaya untuk menjelaskan bentuk – bentuk 

kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dan menjelaskan peran BP4 

KUA dalam melaksanakan tugasnya sebagai badan mitra pemerintah yang 

fokus pada bidang penasihatan pembinaan pelestarian perkawinan. Hasil 

penelitian ini adalah :  

 “Beberapa bentuk yang ditemui peneliti dalam kekerasan rumah tangga 

yang sedang diteliti adalah kurangnnya rasa memahami diatara kedua 

pasangan, terjadinya kekerasan baik fisik maupun psikis yang berasal dari 

permasalahan ekonomi, minimnya pemahaman menenai agama yang 

dianut, dan kurang patuhnya istri kepada suami. Sedangkan peran BP4 KUA 

dalam menjalankan tugasnya diantaranya membuat agenda kerjasama 

dengan RT, mengadakan kursus perkawinan seminggu diadakan 3 kali yaitu 

senin sampai rabu, memahami keluarga sakinah yang dijadikan dasar 

keimanan dan taqwa, meningkatkan konsultasi permasalahan hukum, 

menghadirkan sebuah agenda seminar 1 tahun satu kali. Sementara dalam 

                                                           
15 Putri Diana and Nur Fitriyana. Peran Badan Penasihatan Pembinaan Pelestarian 

Perkawinan (Bp4) Kua Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt).Jurnal Studi Agama 4, 

no. 2 (2020): 40-64. 
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menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga dilakukan dengan 

tahapan pertama pembinaan, kedua penelitian dan ketiga pengecekan”.16 

 Persamaan penelitian dengan yang sedang diteliti oleh peneliti adalah 

munculnya kesamaan dalam upaya untuk menjelaskan peran BP4 dalam 

menjalankan tugasnya sebagai badan yang peduli untuk melestarikan 

sebuah perkawinan. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan yang 

sedang diteliti oleh peneliti adalah pada materi pembahasan bentuk bentuk 

kekerasan dalam rumah tangga yang sedang diteliti tidak menjabarkannya 

secara merinci mungkin akan diperlukan namun tidak mengambil porsi 

yang bersar dalam penelitian ini.  

7. Jurnal Ilmiah oleh Joni Zulhendra and Suci Maharani Zano (2019). Dengan 

judul “ Pelaksanaan Penasehatan oleh Badan Penasehatan Pembinaan dan 

Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kecamatan Lima Kaum Batusangkar”.17 

Penelitian ini menekankan pada persoalan mengenai pelaksanaan BP 4 di 

Kecamatan Lima Kaun Batusangkar dan sebuah pengaruh penasehatan yang 

diupayakan oleh BP 4 kepada masyarakat di Kecamatan Lima Kaum 

Batusangkar. Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data 

berupa Studi Kepustakaan dan Wawancara. Dengan hasil penelitiannya 

sebagai berikut: 

  “Pada persoalan pertama yang dibahas dalam penelitian ini 

menghasilkan 2 tahap penasehatan yaitu tahap ujian tertulis dan tahap lisan 

                                                           
16 Ibid.  
17 Joni Zulhendra and Suci Maharani Zano. Pelaksanaan Penasehatan Oleh Badan 

Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kecamatan Lima Kaum 

Batusangkar. Normative Jurnal Ilmiah Hukum 7, no. 1 April (2019). 
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yang dalam pelaksanaannya dilakukan dalam bentuk ceramah, diskusi 

dengan sebuah persoalan ataupun dengan metode tanya jawab. Sedangkan 

pada pembahasan yang kedua menghasilkan pengaruh yang dilakukan BP 4 

mengenai penasehatan dirasakan begitu efektif bagi calon pengantin yang 

mengikuti proses bimbingan pra nikah yang dilaksanakan. Hal tersebut 

disebabkan KUA Keamatan Lima Kaum mewajibkan bagi setiap pasangan 

yang sudah mendaftarkan dirinya untuk melaksanakan perkawinan harus 

mengikuti bimbingan pra nikah yang diagendakan oleh BP4. Namun 

berbeda dengan pasangan perkawinan yang mandapatkan beberapa 

permasalahan dalam rumah tangganya, BP 4 dalam kasus tersebut kurang 

begitu bisa mengakomodir, dikarenakan BP4 mempunyai kendala untuk 

melaksanakannya”. 18 

 Persamaan penelitian yang sedang diteliti adalah kesamaan dalam 

menguraikan peran yang dimiliki oleh BP4  sebagai lembaga mitra 

pemerintah yang fokus pada pelaksanaan penasehatan bimbingan 

perkawinan. Sedangkan perbedaan dengan yang sedang diteliti adalah 

penelitian tesebut memfokuskan pembahasannya pada pengaruh 

pelaksanaan BP4 di Kecamatan Lima Kaum Batusangkar. Namun pada 

penelitian yang sedang diteliti menekankan pada sebuah Implementasi 

peran yang dimiliki dalam upaya menurunkan angka perceraian yang terjadi 

di Kecamatan Depok.  

                                                           
18 Ibid.  
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8. Jurnal oleh Abdul Halim Talli ( 2019 ). Dengan Judul “ Implementasi Tugas 

dan Fungsi Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan 

(BP4) di Kabupaten Gowa.19 Penelitian ini menekankan kendala yang 

menyebabkan BP4 Kabupaten gowa tidak bisa melaksanakan tugasnya 

secara maksimal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah menggunakan field Research (penelitian lapangan) yang datanya 

diperoleh secara langsung melalui responden dan melakukan pengamatan 

secara langsung, beserta melakukan dokumentasi perihal tugas BP4 

Kabupaten Gowa. Hasil penelitian ini adalah: 

  “BP4 Kabupaten Gowa dalam menjalankan tugas fungsinya belum 

bisa melakukannya secara maksimal dikarenakan beberapa kendala yang 

dialami selama proses menjalankan perannya. Beberapa kendala yang 

dialami tersebut dibagi atas dua hal yaitu kendala yang bersifat external dan 

internal. Jika kendala external mencakup persoalan tidak intensifnya cara 

dalam mensosialisasikan peran BP 4 kepada masyarakat beserta hilangnya 

anggota kepengurusan baik kecamatan maupun kabupaten. Sementara 

dalam kendala internal mendapati sebuah persoalan perihal sumber 

anggaran yang kurang diketahui, sumber daya manusia yang tidak bisa 

bekerja secara baik, dan belum mempunyai peralatan sarana dan prasarana 

yang baik untuk menunjang kinerja sumber daya manusia”. 20 

                                                           
19 Abdul Halim Talli. Implementasi tugas dan fungsi badan penasihatan pembinaan dan 

pelestarian perkawinan (BP4) di Kabupaten Gowa.Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum 

Keluarga Islam 6, no. 2 (2019): 133-146. 
20 Ibid.  
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  Persamaan penelitian dengan yang sedang diteliti adalah kemiripan 

dalam menganalisis peran yang melekat pada BP4 yang sejauh ini sudah 

menjadi pekerjaan yang bersifat mengikat pada lembaga tersebut. 

Sedangkan perbedaan dengan yang sedang diteliti adalah pada penelitian 

yang sedang berlangsung peneliti lebih menekan pada tugas yang melekat 

secara khusus tentang konseling, mediasi dan advokasi untuk mengatasi 

sebuah angka perceraian.  

9. Jurnal oleh Paryadi (2021). Dengan Judul. “Mediasi Di BP4 dalam 

mencegah Perceraian”.21 Penelitian ini mempunyai fokus dalam sebuah 

penelitian untuk menguraikan faktor-faktor yang menjadi kurang efektifnya 

pelaksanaan fungsi dari BP4 dan menawarkan sebuah beberapa solusi untuk 

penyelesainya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan 

menggunakan pendekatan noarmative yaitu sebuah penelitian yang 

dilakukan dengan mengunakan bahan pustaka atau data sekunder. Dengan 

hasil penelitian sebagai berikut:  

  “Bedasarkan penelitian yang sudah dilakukan menemukan 

setidaknya 3 faktor yang menghambat pelaksanaan BP4 dalam menjalankan 

fungsinya diantaranya (1) kedudukan secara struktural organisasi yang 

berbeda antara Pengadilan Agama dan BP 4 yang berkedudukan di KUA 

sehingga menyulitkan dalam penanganan kasus perceraian yang dilakukan 

oleh pasangan perkawinan, (2) kurangnya perhatian pemerintah terhadap 

anggaran yang dipunyai BP4 sehingga mengambat beberapa kegiatan dalam 

                                                           
21 Paryadi. Mediasi Di BP4 Dalam Mencegah Perceraian. Ulumul Syar'i 10, no. 1 (2021) 
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menjalankan fungsinya,(3) minimnya sosialisasi yang dilakukan BP4 untuk 

menjelaskan fungsinya kepada masyarakat. Maka beberapa alternatif yang 

di tawarkan dalam penelitian ini adalah Pertama,  dalam proses 

mendamaikan pasangan yang ingin melangsungkan perceraian harus 

melibatkan BP4 sebagai langkah awal dalam memulai proses perceraian di 

Pengadilan Agama, Kedua kepada proses mendamaikan pasangan yang 

sedang berkonfik harus diatur pada bagian hukum tersendiri atau diatur 

secara terpisah dengan tetap menyertakan BP4, kebijakan  ini sering disebut 

re-interpretation, Ketiga yaitu dengan mengambil sebuah peran penting dari 

kebijakan hukum yang dibuat pemerintah dengan mencantumkan syarat 

sebuah perceraian ialah mendapatkan sebuah rekomendasi BP4 atau dalam 

penyebutannya siyāsah shar’iyyah”. 22 

  Persamaan penelitian ini dengan yang sedang diteliti adalah 

persamaan pembahasan dalam menguraikan sebuah evaluasi pelaksanaan 

Tugas BP4 Mediasi kepada masyarakat yang seharusnya dapat dilakukan 

dengan baik.Sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada lingkup dari 

pembahasan yang peneliti sedang lakukan memuat 3 pokok pembahasan 

yaitu konseling, mediasi dan advokasi. Sedangkan dalam pembahasan hasil 

yang tertera di atas hanya menyertakan uraian mengenai mediasi. 

10. Jurnal oleh M. Nadris Azis, H.M Sattu Alang, Syamsidar (2020). Dengan 

Judul “Peranan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian 

                                                           
22 Ibid.  
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Perkawinan dalam Meningkatkan Keluarga Sakinah”. 23 Penelitian ini 

berfokus pada upaya yang dilakukan BP 4 Desa Tammero’do untuk 

membentuk keluarga sakinah beserta  penjelasan menegnai faktor 

yangmenghambat BP4 dalam melaksanakan tugasnya. Penelitian ini 

menggunakan Kualitatif dengan menguraikan sebuah hasil beserta  metode 

Deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan  permasalahan yang muncul 

dilapangan terkait BP 4 dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa 

Tammero’do  Utara Kecamatan Tammero’do Sendana Kabupaten Majene. 

Dengan Hasil penelitian sebagai berikut :  

  “Beberapa upaya yang dilaksanakan BP4 Desa Tammero’do Utara 

dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah pertama dilakukan pendataan 

rumah tangga yang berada di desa Tammero’do Utara, Kedua mengadakan 

Kursus calon pengantin, dan terakhir membuat agenda Shafari Khutbah. 

Selanjutnya beberapa faktor yang menghambat kinerja BP4 dalam 

melaksanakan fungsinya ialah pertama Akses perjalanan untuk 

mengunjungi masing-masing dusun kurang baik, kedua kurangnya sumber 

daya manusia yang dimiliki BP4 KUA untuk mengoptimalkan fungsinya 

baik mediasi maupun advokasi, dan ketiga kurangnya perhatian dari 

pemerintah setempat mengenai keuangan  untuk merespon keberadaan BP4 

sebagai organisasi yang berfokus untuk memperbaiki kualitas pernkawinan 

sehingga pelaksanan tugasnya tidak bisa dilakukan secara maksimal”. 24 

                                                           
23 M. Nadris Azis, H.M Sattu Alang, Syamsidar, Peranan Badan Penasehat Pembinaan, 

Pelestarian Perkawinan Dalam Meningkatkan Keluarga Sakinah. Washiyah: Jurnal Kajian Dakwah 

Dan Komunikasi 1, No. 2 (2020). 
24 Ibid.  
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  Persamaan penelitian dengan yang sedang diteliti adalah 

pembahasan BP4 dalam melakukan aktivitasnya sebagai lembaga yang  

memperdulikan   peningkatan kualitas perkawinan hal tersebut menjadi 

persamaan dikarenakan untuk melihat faktor yang menghambat perlunya 

mengevaluasi tugas dan fungsi yang melekat pada organisasi tersebut. 

Sedangkan perbedaan penelitian dengan yang sedang diteliti adalah tidak 

adanya pembahasan yang ditekankan pada penelitian diatas mengenai 

pelaksanaan materi konseling, mediasi, dan advokasi.    

B.  Kerangka Teori  

1. Perkawinan 

a. Pengertian Perkawinan  

 Bedasarkan UU yang berlaku di Indonesia tentang perkawinan, 

pengertian Perkawinan sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 1 

Tahun 1974 tantang Perkawinan pasal 1 disebutkan bahwa “Perkawinan 

ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita 

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk Keluarga (rumah tangga) 

yang bahagia dan kekal bedasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa”. 

Selebihnya dijelaskan pada pasal 2 ayat 1 “Perkawinan adalah sah, 

apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan 

kepercayaanya itu.” Kemudian pasal 2 ayat 2 dijelaskan “tiap-tiap 

perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku”. 
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  Penafsiran konteks Perkawinan dalam UU nomor 1 tahun 1974 pasal 

1 mengandung setidaknya 4 unsur, yaitu25: 1) Ikatan lahir batin diartikan 

sebagai sebuah ikatan yang mengandung unsur tidak adanya sebuah 

paksaan dari pihak mempelai baik laki-laki maupun perempuan sehingga 

perasaan ikhlas menjadi peran penting dalam mewujudkan keluarga yang 

bahagia dan kekal. 2) Antara seorang pria dan seorang wanita diartikan 

sebagai sebuah perkawinan yang hanya bisa dilakukan oleh seorang pria 

sebagai seorang suami dengan seorang wanita sebagai seorang istri. 3) 

Membentuk keluarga bahagia dan kekal diartikan sebagai perkawinan 

untuk mendapatkan sebuah  kesenangan,  ketenangan, ketentraman lahir 

dan batin untuk berkehidupan rumah tangga sampai akhir hayatnya. 4) 

Bedasarkan Ketuhanan yang Maha Esa diartikan sebagai kebolehan 

melaksanakan  perkawinan didasarkan ketentuan agama masing-masing 

dan meniadakan unsur pemisahan dengan agama.  

 Perkawinan atau dengan nama lain yang sering disebukan 

beberapa ahli disebut  secara bahasa menyimpan dua arti yaitu pertama, 

ḥaqīqī, kata “nikah”  dalam “ḍhām” mempunyai arti “menghimpit”, 

“menindih” arau “berkumpul”, sedangkan arti yang kedua yaitu 

majaz/kias mengandung arti “Waṭ’ha” diartikan “bersetubuh atau 

“Akad” atau “mengadakan perjanjian”. 26 

                                                           
25 Jamaluddin dan Nanda Amalia, Buku Ajar Hukum Perkawinan, cet.I (Aceh: Unimal 

Press, 2016) 17-18. 
26  Hidayatullah, 2019, Fiqih, (Banjarmasin: Univesitas Islam Kalimantan Muhamad 

Arsyad Al-Banjari ,2019), 83. 
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 Menurut Kompilasi Hukum Islam pada pasal 2 disebutakan 

bahwa perkawinan menurut hukum islam adalah ,  yaitu akad yang sangat 

kuat atau mītṡāqan ghalīdẓon untuk menaati perintah Allah dan 

melaksanakannya merupakan ibadah.27 Kemudian dalam pasal 4 

disebutkan menenai sahnya sebuah perkawinan bahwa perkawinan 

adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan pasal 

2 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 2974 tentang Perkawinan. 28 

 Sebagian orang terkadang masih ragu dalam melangsungkan 

sebuah perkawinan. Alasan tersebut dapat terbagi bermacam-macam 

namun sebagian merasa bahwa  membutuhkan banyak biaya untuk 

mengarungi rumah tangganya sehingga hal ini menjadi penyebab 

terhambatnya sebuah perkawinan. Islam telah datang membawa berkah 

dalam setiap langkah kehidupan manusia termasuk dimensi sebuah . 

Allah akan menjadikan  sebagai cara untuk memperoleh kekayaan bagi 

hambanya.29 Sebagaimana disebutkan dalam (QS An-Nuur:  32) : 

ُ وَاسِعٌ  وَإِمَائِكُمْ   إِنْ يَكُونوُا فُـقَرَاءَ يُـغْنِهِمُ  الْأَيََمَىٰ مِنْكُمْ وَالصهالِِِيَ مِنْ عِبَادكُِمْ  وَأَنْكِحُوا  ُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّه اللَّه
   عَلِيمٌ 

“Kawinkanlah orang-orang yang hidup membujang di antaramu dan 

yang saleh dari budak hambamu, laki atau perempuan. Bila mereka 

miskin, Allah akan memberimu kekayaan lewat karunia-Nya Allah 

Mahaluas rahmat-Nya lagi Maha Mengetahui”.30 (QS An-Nur ayat 

32) 

                                                           
27 Kompilasi Hukum Islam,. pasal 2. 
28 Ibid.  
29 Husain bin Audah al’Awaisyah, alih bahasa oleh Abu Ihsan al-antasari,Yunus dan zulfan, 

Ensiklopedi Fiqih Praktis,Cet I ( Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’I,2009), 2  
30 Tim Penerjemah Al-Qur’ab UII, Al-Qur’an dan Tafsir,cet, XIX ( Yogyakarta: UII Press, 

2019), 626. 
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2. Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) 

a. Pengertian Umum BP4  

 BP4 atau  Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian 

Perkawinan adalah organisasi yang mempunyai sifat sosial keagamaan, 

sebagaimana posisi yang berada dalam organisasi ini berkedudukan 

sebagai lembaga yang mempunyai kemitraan dengan Kementerian 

Agama dan instansi yang selaras dengan organisasi ini.31 BP4 

mempunyai peran untuk memperbaiki kondisi kualitas perkawinan 

Umat muslim di Indonesia yaitu dengan cara membina, membimbing, 

mengayomi keluarga muslim seluruh wilayah Indonesia. 32 

 Hadirnya BP4 dimaksudkan sebagai wujud kepedulian terhadap 

keadaan perkawinan umat muslim di Indonesia. Pada tanggal 3 Oktober 

1954 diadakan sebuah pertemuan di Jawa Barat yang menghadirkan 

tokoh bangsa dan pejabat pemerintah untuk membahas Konsep 

Organisasi BP4 yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas 

perkawinan. Hadirnya sebuah pertemuan itu dikarenakan sebuah angka 

perceraian yang semakin memburuk sampai di angka 60-80% jika 

disandingkan dengan praktik nikah dan rujuk. Disisi lain sebuah angka  

dibawah umur yang semakin hari semakin meningkat. Kemudian Pada 

tanggal 17 september 1956 dibentuknya organisasi BP4 lengkap dengan 

                                                           
31 Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan  (BP4) Pusat, Dikutip dari 

https://bp4pusat.id/ diakses pada hari Minggu Tanggal 10 April 2022 Jam 14.01 WIB. 
32 Ibid.  

https://bp4pusat.id/
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Angaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang diketuai 

oleh Arhata. 33 

 Pada tanggal 7 Maret 1956 merupakan awal dari berdirinya 

Organisasi P-5 (Panitia Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian 

Perceraian) yang lokasi di Provinsi Jakarta. Organisasi ini hampir sama 

dengan yang dibentuk di Provinsi Jawa Barat yang bernama BP4. 

Organisasi yang dibentuk di Jakarta ini bertugas untuk memberikan 

penyuluhan kepada rumah tangga yang mengalami permasalahan 

sepanjang persoalan tersebut belum dilimpahkan kepada Pengadilan 

Agama. Di Yogyakarta didirikan Badan Kesejahteran Rumah Tangga 

(BKRT) pada tanggal 7 Maret 1958 yang mempunyai tugas hampir 

sama dengan yang hadir di Jawa barat dan Jakarta. 34 

 Pada bulan januari tahun 1960 terjadi sebuah pertemuan 

pengurus BP4 se-Jawa yang menghasilkan keputusan organisasi BP4 

yang mempunyai posisi lokal akan digabungkan dengan Nasional. 

Namun baru tanggal 25-30 januari 1961 di daerah Cipayung Provinsi 

Jakarta BP4 resmi berdiri yang mempunyai sifat dengan skala Nasional. 

Dalam AD (Anggaran Dasar ) yang baru ditetapkan tersebut memuat 

beberapa tujuan diantaranya: (1) Mempertinggi Nilai kualitas 

Perkawinan, (2)Mencegah timbulnya perceraian yang bersifat 

                                                           
33 Ibid.  
34 Ibid.  
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sewenang-wenang, (3) Mewujudkan susunan rumah tangga yang 

bahagia sejahtera sesuai tuntunan agama islam.35 

 Dalam kurung waktu yang tidak sampai 2 tahun bedasarkan 

hasil kesepakatan BP4 secara nasional.  Pada tanggal 17 Oktober 1961 

dikerluarkan Surat Keputusan Menteri Agama No 85  Tahun 1961 yang 

memberikan kepastian hukum bahwa BP4 merupakan satu-satunya 

badan yang mengusahakan meningkatkan kualitas perkawinan dan 

menurunkan jumlah perceraian. 36 

b. Tujuan BP4   

 Bedasarkan Keputusan Munas XVI Bp 4 tahun 2019 tentang 

Angaran Dasar dan Angaran Rumah Tangga Badan Penasehatan 

Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) mempunyai Tujuan  

Yaitu “mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga 

sakinah menurut ajaran islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa 

indonesia yang maju,mandiri ,bahagia, sejahtera materil dan spirituil”. 

Ada beberapa konsep yang  ditawarkan sebagai upaya untuk 

mewujudkan Tujuan diatas diantaranya37: 1) “Meningkatkan kualitas 

perkawinan dan kehidupan keluarga yang sakinah mawaddah 

waroḥmah, 2) menurunkan angka perceraian dengan meningkatkan 

pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan 

                                                           
35 Ibid.  
36 Ibid.   
37 Keputusan Munas XVI Badan Penasehat Pembinaan dan Pelesarian Perkawinan (BP4) 

Tahun 2019. 
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konseling, mediasi dan advokasi, 3)  menguatkan kapasitas 

kelembagaan dan SDM BP4 dalam rangka mengoptimalkan program 

dan pencapaian tujuan,4) memberikan penyuluhan tentang preaturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga.5) 

mengembangkan jaringan kemitraan dengan instansi/lembaga yang 

memiliki misi dan tujuan yang sama.” 

c. Upaya dan Usaha 

Sebagai cara untuk mewujudkan tujuan yang tercantum pada Pasal 4 

dan 5, BP4 sebagai organisasi yang merupakan mitra Kementrian 

Agama akan mewujudakan tujuan tersebut dengan beberapa usaha 

diantaranya38:  

1) Memberikan bimbingan, penyuluhan, penasihatan, dan 

konsultasi/konseling perkawinan mengenai nikah, talak, cerai, rujuk 

dan waris kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok, 

secara langsung atau melalui media massa dan media elektronik. 

2) Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan 

yang berkaitan dengan keluarga. 

3) Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di 

Pengadilan Agama. 

                                                           
38 Ibid. 
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4) Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah 

perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di Peradilan 

Agama. 

5) Mengurangi angka perceraian, poligami yang tidak bertanggung 

jawab,  dibawah umur dan  tidak tercatat. 

6) Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki 

kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri. 

7) Menerbitkan dan menyebarluaskan majalah perkawinan dan 

keluarga, buku, brosur, media massa dan media elektronik yang 

dianggap perlu. 

8) Menyelenggarakan bimbingan perkawinan kepada remaja dan calon 

pengantin,mengadakan pembinaan dan penyuluhan, diskusi dan 

seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan 

perkawinan dan Keluarga Sakinah. 

9) Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk peningkatkan 

penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan 

akhlaqul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah. 

10) Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan 

membina keluarga sakinah. 

11) Memberdayakan ekonomi keluarga dan kewirausahaan. 

12) Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk 

kepentingan organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan 

keluarga.  
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d. Susunan Organisasi  

Bedasarkan Bab IV pasal 7 mengenai Susunan Organisasi  Hasil 

keputusan Munas XVI tahun 2019 disebutkan bahwa39 :  

1) Organisasi BP4 disusun sesuai dengan jenjang administrasi 

pemerintah mulai dari tingkat Pusat, Provinsi, 

Kabupaten/Kota, Kecamatan; dan Desa/Kelurahan. 

2) Organisasi BP4 mempunyai divisi-divisi sesuai kebutuhan 

meliputi: 

a) Divisi Konsultasi/Konseling, Bimbingan Perkawinan, 

Mediasi dan Advokasi. 

b) Divisi Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian  

c) Devisi kemitraan dan kerjasama amal usaha  

d) Devisi Data, informasi dan Humas 

3) BP4 pada semua tingkatan, mulai tingkat pusat sampai tingkat 

Kecamatan mempunyai tenaga Konselor/Konsultan dan 

Penasihat Perkawinan dan Keluarga.   

3. Perceraian  

a. Pengertian Perceraian dan Dasar Hukum 

 Kata ṭhalāq dalam bahasa Arab bermakna mengurai sebuah 

ikatan. Kata tersebut diambil dari kata iṭhlāq yang berarti melepas dan 

                                                           
39 Ibid. 
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meninggalkan. Sedangakan menurut istilah syar’ī diartikan sebagai 

melepaskan sebuah ikatan  dan memutus tali perkawinan. 40 

 Berakhirnya sebuah rumah tangga sebagaimana tercantum 

dalam UU Perkawinan pada pasal 38 dapat terjadi oleh beberapa hal: 

1) Kematian, 2) Perceraian 3) dan atas putusan Pengadilan. Pengertian 

perceraian dapat diartikan lebih luas sebagai terputusnya jalinan 

hubungan suami istri yang terjadi oleh beberapa sebab. Penyebab 

yang hadir dalam sebuah perceraian bisa bermacam macam. Sebagai 

contoh tidak ditunaikannya hak dan kewajiban yang seharusnya 

ditunaikan oleh setiap pasangan, sehingga akibat yang timbul dari 

permasalahan tersebut ialah konflik yang tidak kunjung diselesaikan. 

Maka perceraian disebutkan sebagai cara yang paling akhir untuk 

mengatasi persoalan tersebut.41 Walaupun dengan banyak  

konsekuensi yang harus diterima, akan tetap dilakukan dengan alasan 

jika tidak dilakukannya sebuah perceraian dikhawatirkan akan terjadi 

sesuatu hal yang lebih buruk dari pada itu.  

 Dalam Kompilasi hukum islam pada pasal 114 disebutkan 

bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat 

terjadi karena talak atau bedasarkan gugatan perceraian.42 Pada pasal 

selanjutnya yaitu pasal 115 dijelaskan perceraian hanya dapat 

                                                           
40 Husain bin Audah al’Awaisyah, alih bahasa oleh Abu Ihsan al-antasari,Yunus dan zulfan, 

Ensiklopedi Fiqih Praktis,Cet I ( Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’I,2009), 247. 
41 Jamaluddin dan Nanda Amalia, Buku Ajar Hukum Perkawinan, cet.I (Aceh: Unimal 

Press, 2016),86. 
42 Kompilasi Hukum Islam,. Pasal 114. 
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dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan 

Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua 

belah pihak. 43   

b.  Alasan Penyebab Perceraian  

  Dalam menempuh jalan terakhir dari rumah tangga yang 

tidak bisa untuk rukun kembali, perceraian diambil sebagai jalan 

yang paling direkomendasikan untuk mengurangi dampak yang 

ditimbulkan dari konfilk berkepanjang yang tidak bisa selesai. 

Tentunya ada alasan yang melatarbelakangi perbuatan tersebut 

sehingga memutuskan untuk bercerai. Sebagaimana pasal 116 

didalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa beberapa 

alasan yang melatarbelakangi sebuah perceraian diantarannya44: 

1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, 

penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. 

2) Salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun 

berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah 

atau karena hal lain diluar kemampuannya. 

3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun 

atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan 

berlangsung. 

                                                           
43 Kompilasi Hukum Islam, pasal 115. 
44 Ibid., Pasal 116. 



 

 
   

33 

4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan 

berat yang membahayakan pihak lain. 

5) Salah satu pihak mendapat cacat badab atau penyakit dengan 

akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami 

atau isteri. 

6) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan 

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi 

dalam rumah tangga. 

7) Suami menlanggar taklik talak. 

8) Peralihan agama tau murtad yang menyebabkan terjadinya 

ketidak rukunan dalam rumah tangga. 

4. Impelementasi  

 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa 

pengertian implementasi merujuk pada makna pelaksanaan dan 

penerapan.45 Pemaknaan tersebut mengacu pada suatu upaya untuk 

mencapai tujuan bedasarkan skema perencanaan yang sudah disusun 

secara matang.  

 Menurut Guntur Setiawan “Implementasi adalah perluasan 

aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan 

                                                           
45 KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi 

Dikutip dari diakses pada hari Jumat Tanggal 23 September 2022 Jam 08.00 WIB. 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi
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tindakan untuk mencapaiya serta memerlukan jaringan pelaksana, 

birokrasi yang efektif ”. 46 

 Selanjutnya dalam pemaknaan Menurut Nurdin Usman 

implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau 

adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan hanya sekedar 

aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai 

tujuan kegiatan”. 47 

 Sehingga bedasarkan beberapa pengertian para ahli tersebut proses 

Implementasi diartikan sebagai bentuk penerapan rencana yang telah 

disusun secara matang bedasarkan pada mekanisme kajian tertentu 

sehingga penerapannya disesuaikan dengan rancangan yang telah 

disusun.    

5. Konseling 

a. Pengertian Konseling  

  Secara etimologi, kata Konseling berasal dari kata 

“Counsel” yang diambil dari bahasa Latin “Counsilium” artinya 

“bersama” atau “bicara bersama”. Makna Counseling melingkupi 

proses (process), hubungan (interaction), menekankan pada 

persoalan yang dihadapi klien (performance, 

relationship),professional, nasehat (advice, advise, advisable).48  

                                                           
46 Guntur Setiawan, 2004, Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan, (Bandung: 

Remaja Rosdakarya Offset,2004), 39. 
47 Udin Utsman, 2002,  Konteks implementasi berbasis kurikulum, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2002), 70. 
48 Tarmizi, 2018, Bimbingan Konseling Islami,  (Medan: Perdana Publishing, 2018), 15 
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Dari beberapa kata yang diungkapan tersebut dapat diambil makna 

bahwa konseling adalah proses hubungan yang terjalin antara 

seseorang yang professional dalam sebuah bidang tertentu dengan 

pihak yang mempunyai permasalahan, keadaan demikian 

berorientasi pada pemberian sebuah nasehat yang baik kepada 

client. 

  Prayitno mendefinisikan “konseling sebagai satu jenis 

layanan yang merupakan hubungan terpadu dari bimbingan. 

Konseling dapat diartikan sebagai hubungan timbul balik antara 

dua individu, dimana yang seorang(yaitu konselor). Berusaha 

membantu yang lain(yaitu konseli) untuk mencapai pengertian 

tentang dirinya sendiri dalam hubungan dengan masalah-masalah 

yang dihadapinya pada waktu yang akan datang”. 49 

  Menurut Golden dan Sherwood konseling keluarga adalah 

sebuah metode yang digunakan untuk memecahkan permasalahan 

yang terjadi dalam rumah tangga terhadap individu klien.50 Namun 

bedasarkan permasalahan yang menyangkut pada klien tersebut 

didasarkan pada keadaan yang terjadi dalam keluarga maka 

keikutsertaan keluarga diperlukan untuk menyelesaikan persoalan 

tersebut. 

                                                           
49 Prayitno dan erman Amti. (2009). Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling, (Jakarta: 

Rineaka Cipta,2009), 99. 

50Seto Mulyadi, Muhammad Fakhrurrozi dan Diana Rohayati,Psikologi 

Konseling,(Jakarta:Penerbit Gunadarma,2015),35. 
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  Bedasarkan beberapa uraian di atas bahwa kegiatan 

konseling digunakan untuk membantu keluarga sebagai upaya 

memberikan solusi terhadap permasalahan yang dialami. 

Keikutsertaan anggota keluarga dalam proses konseling akan 

menimbulkan akibat terhadap anggota yang lain. Hal itu 

disebabkan permasalahan yang ditimbulkan dalam keluarga 

merupakan hasil dari interaksi yang dilakukan oleh masing masing 

anggota keluarga, sehingga pada penyelesaian ini diperlukan peran 

keduanya.  

b. Tujuan konseling keluarga  

  Adapun tujuan konseling keluarga yang dilaksanakan untuk 

membantu anggota keluarga yang mempunyai masalah adalah  

1)  Timbulnya rasa menghargai diantara pasangan secara 

emosional. 

2) Memberian pemahaman bahwa akan ada dampak yang 

ditimbulkan dari interaksi baik itu positif atau negatif terhadap 

anggota keluaraga yang terlibat.  

3) Agar terdapat penyesuaian yang baik dalam keluarga.  

4) Memberikan perhatian terhadap hubungan peran parental. 
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c. Teknik –Teknik dalam konseling  

  Menurut Rogers dalam melakukan konseling diperlukan adanya 

teknik yang digunakan sebagai cara untuk menangani klien. Adapun 

teknik yang digunakan adalah51 :  

1) Empati  

Empati adalah kemampuan konselor dalam merasakan apa yang 

dirasakan oleh klien terhadap permasalahannya. Sehingga klien 

akan merasa tenang dalam menjalin hubungan dengan konselor.   

2) Penerimaan tak bersyarat  

Merupakan proses penerimaan permasalahan secara mendalam 

terhadap klien. Konselor harus menerima segala keadaan yang 

dialami tanpa membandingkan dengan keadaan yang 

dipunyainya.  

3) Congruence 

 Seorangkonselor dalam melaksanakan kewajibannya 

diharapkan mampu untuk menjadi dirinya sendiri dalam menjalin 

hubungan dengan klien yang terwujud dalam konsep keserasian 

dalam pikiran.  

 

 

                                                           
51 Ibid., 83  
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6. Mediasi  

a. Pengertian Mediasi  

  Mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam 

penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.52 Atau mediasi 

juga dapat berarti cara penyelesaian sengketa melalui proses 

perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan 

dibantu oleh  mediator. Sedangkan mediator adalah hakim atau pihak 

lain  yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang 

membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari 

berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan 

cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. 53 

  John W. Head, mengemukakan pengertian mediasi sebagai 

salah satu proses penyelesaian persoalan di mana seseorang yang 

disebut mediator bertugas sebagai “kendaraan” untuk menjalin 

hubungan dengan para pihak yang mempunyai permasalahan dan 

dimungkinkan supaya beberapa perbedaan yang muncul atas konflik 

tersebut mungkin dapat didamaikan oleh mediator. Namun 

penyelesaian persoalan yang menyangkut kepada para pihak tersebut 

menjadi tanggung jawab para pihak itu sendiri untuk menyelesaikan 

persoalan. Dalam hal ini mediator mempunyai kewajiban untuk 

                                                           
52KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, https: //kbbi. Kemdikbud.mediasi. Dikutip dari 

diakses pada hari Selasa Tanggal 13 September 2022 Jam 08.00 WIB. 
53 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur 

Mediasi Di Pengadilan, Bab I pasal I ayat 2  



 

 
   

39 

memberikan sebuah saran perdamaian yang dimungkinkan diterima 

oleh para pihak dalam mengakhiri persoalan tersebut.54  

Maka dari itu bedasarkan peran mediator dimungkinkan 

hanya memiliki semi kewenangan terbatas untuk menyelesaikan 

persoalan atau tidak mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan 

persoalan yang menyangkut para pihak yang berselisih. 

b. Tujuan Mediasi  

Tujuan dilakukannya mediasi dalam suatu persoalan yang 

terjadi adalah terciptanya kedamaian terhadap dua pihak yang 

mempunyai sengketa. Dengan dibantu peran mediator yang bersifat 

netral diharapkan dapat menjadi jalan keluar atas permasalahan yang 

terjadi. Dalam hal ini peran inisiatif dari para pihak sangat 

dibutuhkan untuk penyelesaian dalam mencapai kesepakatan yang 

dibantu oleh mediator.  

c. Bentuk Mediasi  

Bedasarkan pada upaya untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi, 

mediasi dapat dilakukan di dalam 2 bentuk :  

1) Mediasi di dalam pengadilan  

Bahwa dalam melaksanakan mediasi di pengadilan agama 

bedasarkan aturan PERMA No 1 tahun 2016 berlaku untuk 

                                                           
54 Gatot Sumartono, Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka 

Utama.2006), 120. 
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perkara di pengadilan baik Peradilan Umum maupun 

Pengadilan Agama.  

2) Mediasi di luar pengadilan  

Bedasarkan peraturan PERMA No. 1 Tahun 2016 disebutkan 

pada pasal 36 bahwa dalam penyelesian sengketa yang dapat 

diselesaikan diluar pengadilan dapat mengajukan kesepakatan 

perdamaian kepada pengadian sebagai upaya untuk 

memperoleh akte perdamaian yang digunakan dalam proses 

beracara. Proses tersebut dilakukan dengan cara membuat 

lampiran yang menunjukan adanya hubungan tentang alat bukti 

terhadap para pihak dengan objek sengketa. 

7. Advokasi  

 Kata Advokasi dalam tata bahasa Belanda berasal dari kata 

advocaat atau advocateur diartikan sebagai pengacara atau pembela. 

Dalam upaya untuk pemberian bantuan kepada orang miskin, kegiatan 

pemberian advokasi tidak hanya melakukan pendampingan, namun 

dilakukan secara bersama-sama dengan klien untuk mewujudkan 

perubahan sosial secara “sistematis dan strategis”.55  

 Menurut Edi Suharto “advocaat” atau “advocateur” (dalam 

bahasa Belanda berarti pengacara atau pembela. Oleh karena itu 

terkadang seseorang sering mengkaitkan advokasi dengan perbuatan 

                                                           
55 Edi Suharto,  "Filosofi dan Peran Adkasi dalam Mendukung Program Pemberdayaan 

Masyarakat." (2006). http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/30744.  

http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/30744
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seseorang denagan melakukan pembelaan kasus yang bersengketa di 

wilayah pengadilan. Dalam bahasa Inggris advokat bermakna to 

advocate tidak hanya to defend (membela),melainkan pula diartikan 

sebagai menciptakan atau to change (melakukanperubahan).56 

 Kemudian dalam AD/ART BP4 disebutkan bahwa dalam 

melaksanakan perannya Advokasi merupakan sebagian peran yang 

melekat dalam tugas dan wewenang BP4 dalam penurunkan angka 

perceraian.   

8. Teori Perdamaian 

Agama islam memandang bahwa suatu perdamaian yang 

diciptakan dalam suasana bermasayarakat muslim harus terus 

ditegakkan. Tidak memandang kepada siapapun bahkan kepada 

seseorang yang telah berbuat tidak baik kepada manusia lainnya. 

Dengan selalu menjaga dengan baik hubungan terhadap sesama 

manusia maka suatu perwujudan damai dalam bermasayakat dapat 

diciptakan. Sebagimana terdapat dalam surat Al-Anfal ayat 61:  

          نههُ هُوَ السهمِيعُ الْعَليمُ  إِ    وَإِن جَنَحُوا للِسهلْمِ فاَ جْنَحْ لََاَ وَتَـوكَهلْ عَلَى آللَّهِ  

“Jika mereka ingin damai, terimalah tawaran mereka dan tawakallah 

kepada Allah. Dia sungguh Maha Mendengar lagi Maha 

Mengetahui”.57 (Qs. Al-Anfal ayat 61) 

                                                           
56 Edi Suharto, Pekerjaan Sosial di Dunia Industri, (Bandung. Refika ADITAMA: 2007), 

7. 
57 Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, Al-Qur’an dan Tafsir, cet.  XIX, ( Yogyakarta: UII 

Press, 2019), 327. 



 

 
   

42 

 Penggambaran perdamaian bisa diwujudkan dengan bersifat  

kelembutan. Sehingga dalam perdamaian akan bisa diwujudkan 

dengan seseorang bersifat kelembutan terhadap sesama tanpa 

memandang dari mana mereka berasal dan bagaimana mereka bisa 

berinteraksi dengan kita. Hal ini yang seharusnya diwujudkan dalam 

suasana mediasi. Dengan harapan bahwa seseorang yang melakukan 

konseling, mediasi, dan advokasi dapat berdamai atau islah dan tidak 

melanjutkan perselisihannya. Sebagaimana yang diajarkan dalam 

islam agar selalu menjunjung tinggi perdamaian.  

 Menurut Johan Galtung mendefinisikan perdamaian dengan dua 

definisi. Pertama Negative peace, diartikan sebagai keadaaan yang 

pada masing masing pihak memiliki kepentingan melakukan 

ketiadaan konflik atau dalam kata lainnya tidak adanya benturan 

kepentingan.  Kedua Positive peace adalah keberadaan suatu 

perangkat dalam upaya menyelesaikan suatu konflik yang bersifat 

non koersif. Atau keadaan yang menghilangkan kondisi menekan 

atau menyengsarakan manusia.58 

 Luigi da Porto mengemukakan siklus peace and conflict yang 

menarik. Perdamaian mendatangkan kemakmuran, kemakmuran 

mendatangkan kebanggaan, kebanggaan mendatangkan amarah, 

amarah mendatangkan perang, perang mendatangkan kemiskinan, 

                                                           
58 Aji, M. Prakoso, and Jerry Indrawan. Memahami Studi Perdamaian Sebagai Bagian Dari 

Ilmu Hubungan Internasional. Jurnal Pertahanan dan Bela Negara 9.3 (2019): 65-84.  
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kemiskinan mendatangkan kemanusiaan, kemanusiaan 

mendatangkan perdamaian. Sehingga melalui proses tersebut 

menusia akan mendapatkan kedamaian yang bedasarkan pada siklus 

yang tersebut.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis penelitian dan pendekatan  

 Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian 

Kualitatif dengan memperhatikan dan menganalisis tentang fakta – fakta yang 

muncul dalam penelitian Impelementasi peran BP 4  dalam konseling, mediasi, 

dan advokasi sebagai upaya menurunkan angka perceraian di Kecamatan 

Depok. Kemudian penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis 

empiris yang berupaya untuk menguraikan keadaan yang muncul dari data 

yang diperoleh dari peraturan perundang undangan terkait terhadap data yang 

muncul dari penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti. Kemudian dalam 

prosesnya kedua data tersebut dianalisis untuk menghasilkan  penelitian 

tentang Implementasi peran BP 4 dalam konseling, mediasi, dan advokasi 

dalam upaya menurunkan angka perceraian di Kecamatan Depok.  

B. Tempat atau lokasi penelitian  

 Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah bertempat di BP4 

lingkup Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok atau beralamat di Jalan Raya 

Tajem No KM 1,5 Denokan, Maguwoharjo, Kecamatan Depok Kabupaten 

Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.  

C. Informan Penelitian  

 Informan yang memberikan informasi dalam penelitian ini adalah  

H.Sunhaji, S.Ag sebagai Wakil Ketua, H.Nurul Amri, S.Ag, MH sebagai  
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anggota Bidang Konseling, Mediasi dan Advokasi dan Penasihatan 

Perkawinan dan Keluarga yang ada di struktur BP4 Kecamatan Depok, dan 

Peserta Mediasi pada pelaksanaannya di BP4 kecamatan depok.  

D. Teknik Penentuan Informan  

 Teknik yang digunakan dalam panelitian ini untuk menentukan 

informan adalah dengan menggunakan jenis teknik Purposive Sampling 

dengan menambahkan beberapa atribut khusus yang sesuai untuk digunakan 

dalam mengatasi permasalahan yang sedang diteliti. Atribut yang dimaksud 

adalah menetapkan tujuan atau melalui beberapa pertimbangan yang telah 

ditetapkan sebelumnya.59 Beberapa pertimbangan yang digunakan oleh peneliti 

dalam menentukan informan yaitu bedasarkan tugas dan wewenang pada 

struktur organisasi BP4 Kecamatan Depok. Sehingga peneliti menentukan 

melakukan wawancara dengan H.Sunhaji, S.Ag sebagai Wakil Ketua dan 

H.Nurul Amri, S.Ag, MH sebagai  anggota Bidang Konseling, Mediasi dan 

Advokasi dan Penasihatan Perkawinan dan Keluarga yang ada di struktur BP4 

Kecamatan Depok beserta peserta program konseling dan mediasi. 

E. Teknis Pengumpulan Data  

 Dalam upaya untuk memeroleh data yang berkaitan dengan persoalan 

yang sedang diteliti. Ada beberapa teknik yang digunakan untuk 

memperolehnya, antara lain sebagai berikut:  

                                                           
59 A.Muri Yusuf, 2017, Metode Penelitian:Kualitatif,Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan 

(Jakarta:Kencana,2017).268. 
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1. Observasi 

 Merupakan serangkaian kegiatan sistematis yang dilakukan oleh 

peneliti untuk mendapatkan data penelitian yang digunakan sebagai alat 

untuk memecahkan masalah yang terjadi. Beberapa kriteria yang melekat 

dalam penentuan tersebut dapat berupa kelayakan, efisiensi, sumber data 

yang tersedia memadai dan data yang diperoleh cukup signifikan. Peneliti 

melakukan pengamatan yang meliputi peran yang dilakukan BP 4 

Kecamatan depok dalam melaksanakan tugasnya yang diakumulasikan 

dalam wujud Data Jumlah peserta/klien yang mengikuti program 

Konseling, Mediasi dan Advokasi dalam kurun waktu 2020-2021. 

2. Wawancara  

  Metode ini digunakan untuk mendapatkan data secara langsung  

melalui proses dialog yang dilaksanakan di Kantor BP4 Kecamatan 

Depok. Proses ini diawali penyusunan daftar pertanyaan yang telah 

disusun dengan maksud agar informan dapat mendeskripsikan sebuah 

sumber informasi tentang apa yang diketahui dan apa yang tidak diketahui 

subjek penelitian mengenai informasi sejumlah data yang diperlukan 

peneliti. Atau melalui komunikasi lisan dalam bentuk terstruktrur, semi 

terstruktur dan tak terstruktur.60 Dalam hal ini peneliti melakukan 

wawancara dengan H.Sunhaji, S.Ag sebagai Wakil Ketua untuk 

mendapatkan data tentang pelaksanaan Konseling dan Mediasi pada BP 4 

                                                           
60 Nursapia Harahap. 2020, Penelitian Kualitatif, (Medan:Wal ashri Publishing,2020).78. 
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Kecamatan Depok. Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan 

H.Nurul Amri, S.Ag, MH sebagai anggota pada bidang Bidang Konseling, 

Mediasi dan Advokasi dan Penasihatan Perkawinan dan Keluarga untuk 

mendapatkan data terhadap pelaksanaan Advokasi pada BP 4 Kecamatan 

Depok. 

3. Dokumentasi 

  Metode ini digunakan untuk memperoleh data bedasarkan 

pelaksanan program BP4 Kecamatan Depok dalam Konseling, Mediasi 

dan Advokasi. Peneliti mendapatkan data berupa dokumen jumlah klien 

yang mengikuti pelaksanaan Konseling dan Mediasi. Beserta 

dokumentasi berupa foto pelaksanaan wawancara yang sudah 

dilakukan oleh peneliti.  

F. Teknis Analisis Data  

 Teknik analisis data merupakan tahapan untuk menggabungkan hasil 

data penelitian yang diperoleh dari lapangan yaitu di Kantor BP 4 

Kecamatan Depok. Proses tersebut digunakan untuk menarasikan data yang 

digunakan untuk memperoleh kesimpulan penelitian. Adapun teknik yang 

digunakan adalah sebagai berikut:  

1. Reduksi Data (data reduction)  

 Reduksi data merupakan proses dalam penelitian dengan 

menyederhanakan atau menyeleksi sebuah data yang  mucul dari hasil 

penelitian di lapangan dengan cara mengklasifikasikan data yang sesuai 

dan mengeliminasi data yang kurang mendukung penelitian untuk 
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digunakan sebagai memverifikasi kesimpulan di akhir. Adapun data 

yang dimaksud adalah data yang diperoleh peneliti melalui proses 

Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi yang dilakukan di Kantor BP 

4 Kecamatan Depok.   

2. Tampilan data (data display)  

  Tampilan data (data display) merupakan usaha yang dilakukan 

oleh peneliti untuk mendapatkan gambaran dari sebuah proses 

pengambilan data dilapangan yang kemudian dihubungkan dengan 

fokus penelitian melalui bentuk matriks, grafik,tabel. Dalam hal ini 

peneliti mendapatkan data yang berupa pelaksanaan peran BP 4 

Kecamatan Depok dalam Konseling, Mediasi dan advokasi dalam 

periode 2020-2021, beserta dokumentasi hasil wawancara . Kemudian 

penyajian data pelaksanan peran BP 4 dilakukan dengan menggunakan 

tabel bedasarkan kategori Pelaksanaan konseling dan mediasi dengan 

faktor yang menyertainya.  

3. Kesimpulan atau Verifikasi  

 Verifikasi atau pembuatan kesimpulan merupakan proses 

penelitian untuk merumuskan kesimpulan penelitian yang bersifat 

sementara atau akhir terhadap data yang diperoleh. Kesimpulan 

sementara merupakan proses pengambilan kesimpulan yang terjadi 

pada saat perolehan data sementara pada saat penelitian berlangsung. 

Sedangkan kesimpulan akhir dibuat pada saat seluruh data sudah selesai 

dianalis dengan lengkap secara  terukur. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian  

1. Deskripsi Umum BP4 Kecamatan Depok Sleman 

a. Gambaran Lokasi Penelitian  

Kecamatan Depok Merupakan salah satu wilayah yang ada di 

kabupaten Sleman yang mempunyai 3 kalurahan diantaranya 

Caturtunggal,  Condoncatur, dan Maguwoharjo. Wilayah Kecamatan 

Depok bagian Utara berbatasan dengan Kepanewon Ngaglik, bagian 

timur berbatasan dengan Kalasan, Bagian selatan berbatasan dengan 

Kapanewon banguntapan dan bagian Barat berbatasan dengan 

Kepanewon Mlati.  

Lokasi Organisasi Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian 

Perkawinan BP4 Kecamatan Depok berada di gedung yang sama dengan 

lokasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Sleman. Yaitu 

beralamatkan di Jalan Raya Tajem No KM 1,5 Denokan, Maguwoharjo, 

Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. 

b. Visi dan Misi Bp4 Kecamatan Depok  

  Visi Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan 

(BP4) dalam menjalankan organisasinya adalah “Terwujudnya Keluarga 

Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah”. Adapun misi yang dibangun untuk 

mewujudkan sebuah visi tersebut adalah :  
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1) Meningkatkan kualitas konsultasi perkawinan, mediasi, dan 

advokasi.  

2) Menigkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui 

kegiatan konseling, mediasi dan advokasi.  

3) Menguatkan kapasitas kelembagaan dan SDM BP4 dalam rangka 

mengoptimakan program dan pencapaian tujuan.  

c. Stuktur Organisasi Bp4 Kecamatan Depok  

Bedasarkan Surat Keputusan Badan Penasihatan Pembinaan Dan 

Pelestarian Perkawinan BP4 Kabupaten Sleman Nomor : 01/BP4/I/2022 

Tentang Penetapan Susunan Pengurus Badan Penasihatan Pembinaan dan 

Pelestarian Perkawinan BP4 Kepanewon Depok Masa Bhakti 2022 – 2027. 

Badan Penasihatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan BP4 Kabupaten 

Sleman sebagai berikut :  

Pembina Panewu Kapanewon Depok 

Pengarah  Kepala KUA Kecamatan Depok  

Dewan Pertimbangan 

Ketua MUI Kepanewon Depok 

Ketua MWC NU Kepanewon  

Ketua PCM Muhammadiyah 

Kepanewon Depok  

 

Ketua  Hj.Mahsunah Syakir, SE, M.E.K. 

Wakil Ketua H.Sunhaji, S.Ag 

Wakil Ketua  Ir.H.Rojiki Abdullah 

Sekretaris  Hj.Rumi Astuti, S.Pd  

Wakil Sekretaris  Zainuri Ahjam, S.Ag  

Bendahara  Hj.Richanah, S.Ag, M.Ag 

Wakil Bendahara  Asna Farida, S.Ag, M.Pd.I 

 

Bidang Konseling, 

Mediasi, Advokasi dan 

Dra.Hj.Nisrinun Ni’mah 

H.Nurul Amri, S.Ag, MH 

Sahid Fahrudin  
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Penasihatan Perkawinan 

dan Keluarga 

Susilistraningsih, SE 

M.Zidni Adnan A, SH 

Bidang Pendidikan, 

Pelatihan dan Kursus 

Drs. H.Sutarman, M.Ag 

Muhammad Nasir  

Dra. Nanik Adibah Karimah 

Siti Darojah, S.Pd.I 

Afandi, M.Ag 

Bidang Kemitraan, 

Kerjasama dan Wirausaha 

Drs. H.Hifnie Thamrin  

H.Wasiyo Sutrisno  

Drs. H.Rahmat Mizan, MA 

Hj.Sofiyah 

Dra. Hj.Siti ‘Aisyah 

Bidang Humas, Publikasi 

dan Dokumentasi  

Erna Rohmawati, S.Ag 

Nur Hamid, S.Ag 

Sutanto, SE 

Ihrom, S.Ag, MSI  

Dra. Endah Riwayati 

 

2. Penyajian Data dan Hasil Wawancara  

Untuk penyajian data dalam penelitian ini, peneliti telah melakukan 

wawancara dengan dua pihak. Pihak pertama dari Wakil Ketua BP4 dan 

pihak kedua pada Anggota bidang Bidang Konseling, Mediasi, Advokasi 

dan Penasihatan Perkawinan dan Keluarga.  

Adapun wawancara peneliti dengan Wakil Ketua dalam pembahasan 

Konseling dan Mediasi BP 4 Kecamatan depok menerangkan bahwa :  

Tugas dari BP4 adalah mengantarkan pasangan agar sampai pada 

tujuan yang ingin dicapai dalam sebuah perkawinan. Namun jika ada 

permasalahan dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut dimana 

seharusnya diselesaikan dalam internal keluarga. Maka Bp4 bersedia 

untuk membantu mencarikan alternatif solusi.61 

                                                           
61 Wawancara dengan H.Sunhaji (Wakil Ketua BP 4 Kecamatan Depok) di Yogyakarta, 

Tanggal 20 Juni 2022, Jam 11.03. 
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Kemudian, dalam melaksanakan Konseling dan Mediasi dibuka pada 

waktu kerja yang ditentukan diantaranya: 

Jadwal Konseling dan Mediasi dibuka pada hati kamis, dan tidak 

menuntut kemungkinan dibuka pada setiap hari mengingat bahwa 

problematika dalam keluarga yang sangat pelik akan membahayakan 

bagi salah satu pihak. Sehingga dimungkinkan dibuka setiap hari kerja.62 

Dalam upaya menurunkan angka perceraian yang terjadi di 

Kecamatan Depok, BP 4 mempunyai program yaitu konseling dan mediasi 

yang dijadikan alternatif pemberian solusi. Ada beberapa prosedur dalam 

melaksanakan peran ini diantaranya :  

Prosedur dalam melakukan Konseling. Bahwa pertama klien datang ke 

kantor BP4 menyampaikan maksud dan tujuan atas kedatanganya. 

Kedua, petugas menanyakan tentang identitas klien secara lengkap 

beserta alamatnya. Ketiga, klien menyampaikan segala sesuatu yang 

menjadi probematika. Keempat, Konselor akan menyampaikan 

kesimpulan pemecahan masalah yang sedang dialami klien beserta 

nasihat-nasihat dalam perkawinan.63 

Dalam berjalannya Konseling dan Mediasi ada beberapa perbedaan 

dalam membedakan keduanya. Sebagai berikut :  

Bahwa konseling bisa dilakukan kepada satu pihak atau dua pihak yang 

mempunyai masalah yang sama. Misalnya masalah dalam mengurus 

anak atau dalam perhitungan harta warisan. Jika mediasi dilakukan 

dengan dua orang meliputi prespektif pandangan terhadap satu masalah 

yang berbeda sehinngga akan dilakukan mediasi.64 

Adapun mediasi dalam melakukan perannya dilakukan upaya pertama 

yaitu diawali konseling melalui mekanisme satu pihak datang  dengan 

                                                           
62 Ibid. 
63 Ibid.  
64 Ibid.  
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menyampaikan problematikanya kemudian akan dilanjutkan pihak yang 

bersangkutan. 

Dalam tahap kesimpulan atau dalam tahap pencapaian kesepakatan 

dengan klien berjalannya peran Bp 4 sebagai berikut :  

Peran BP4 terhadap pasangan yang sedang mengalami problematika 

hanya melakukan pendampingan untuk mencoba menawarkan  

alternatif-alternatif solusi. Pasanganlah yang paling mengetahi 

mengenai problematikanya sehingga proses penyelesaiannya akan 

dikembalikan kepada pasangan.65 

Pelaksanaan Konseling dan Mediasi di BP 4 Kecamatan Depok 

menghasilkan beberapa jumlah klien yang mengikuti proses tersebut  

diantaranya :  

Tabel 4.1 

Data Klien Konseling dan Mediasi Tahun 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
65 Ibid. 
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Tabel 4.2  

Data Klien Konseling dan Mediasi tahun 2021 
 

 

 

 

  

Bedasarkan data jumlah Konseling dan Mediasi diatas dapat diuraikan 

sebagai berikut: pada tahun 2020 jumlah pasangan yang mengikuti 

Konseling yaitu berjumlah 167, Mediasi berjumlah 155 sedangakan 

menghasilkan Islah 6 pasangan. Pada Tahun 2021 jumlah pasangan yang 

mengikuti Konseling yaitu berjumlah 146, Mediasi 118 sedangkan 

menghasilkan Islah 6 pasangan.  

Bedasarkan data diatas Ada beberapa  faktor yang mempengarui 

dalam pasangan untuk mengambil proses Islah dalam mencapai 

Keputusannya diantaranya:  

faktor yang mempengaruhi dalam islah adalah menyamakan persepsi, 

terkadang permasalahan timbul melalui mengenai cara memandang 

terhadap sebuah masalah,dan mengenai cara berkomunikasi. Hal itu 

terjadi karena terkadang seseorang dalam memahai sesuatu 

mendahulukan ego masing-masing.66 

Dalam melaksanakan peran Bp 4 dalam Konseling dan Mediasi ada 

beberapa kendala yang dialami diantaranya:  

                                                           
66 Ibid. 
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Kendala yang kami alami dalam pelaksanaan konseling dan mediasi 

adalah mengenai upaya untuk melakukan pemanggilan kepada para 

pihak untuk menyampaikan permasalhan yang sedang dialami. Hal itu 

dikarenakan  tidak mempunyai anggaran pasti.67 

Kemudian menurut IA salah satu peserta yang melakukan mediasi di 

BP 4 Kecamatan depok mengatakan :  

Pada waktu itu dengan permasalahan yang kami alami dalam rumah 

tangga. kami berupaya untuk bercerai. Untuk melengkapi administrasi 

saya pergi ke kantor BP4 di depok. pada awalnya kami menyampaikan 

permasalahan yang kami alami pada waktu itu lalu kemudian hari suami 

saya dipanggil untuk menyampaikan permasalahan juga. kemudian ada 

saran yang di sampaikan oleh petugas pada waktu itu. Namun kami 

sudah bulat pada waktu itu mas, untuk mengambil langkah perceraian. 

Jadi kami tidak bisa berdamai pada waktu itu.68 

Kemudian Peneliti melakukan wawancara kepada Narasumber kedua 

yaitu anggota dalam bidang Bidang Konseling, Mediasi dan Advokasi dan 

Penasihatan Perkawinan dan Keluarga yang ada di struktur BP4 Kecamatan 

Depok dalam pembahasan Advokasi menghasilkan :  

Bahwa Peran BP4 mengenai fungsi dari advokasi tersebut merupakan 

salah satu dari tugas pokok dari BP 4 Kecamatan Depok. Adapun dalam 

melaksanakan fungsi Advokasi mempunyai beberapa prosedur yaitu  

Klien datang ke Kantor BP4 mengajukan permasalhannya, kemudian 

kami akan melihat permasalahannya, kami akan melakukan koordinasi 

dengan lembaga terkait. misalnya terjadi  kekerasan secara fisik yang 

mengakibatkan luka-luka pada klien maka seketika itu kami akan 

berkoordinasi dengan polsek, jika terdapat ancaman kepada klien kami 

akan berkordinasi dengan kabupaten agar mendapatkan rumah aman, 

kemudian jika permasalahan dilanjutkan ke pengadilan akan kami 

dampingi dalam pemenuhan pembuktian visum.69 

                                                           
67 Ibid. 
68 Wawancara dengan IA peserta mediasi di BP4 kecamatan depok melalui Via telefon, 

tanggal 24 September 2022, Jam 16.00.   
69 Ibid. 
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Dalam melakukan pendampingan kepada klien yang mempunyai 

sengketa di pengadilan. “Peran BP4 untuk melakukan pendampingan ke 

pengadilan ranah BP4 Kecamatan Depok tidak sampai disitu”70 

Kemudian dalam melaksanakan program Advokasi mempunyai 

beberapa kendala yang dialami diantaranya :  

Selama ini dalam melaksanakan fungsi advokasi dalam tubuh BP4, kami 

belum menemukan kasus yang bersentuhan dengan hukum, adapun kasus 

yang terjadi dalam rumah tangga tidak dilanjutkan ke ranah hukum, 

kebanyakan kasus yang dialami klien itu dijadikan pemicu salah satu 

pihak untuk mengajukan gugatan  percearian di pengadilan agama.71 

Kemudian dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan Advokasi di BP4 

Kecamatan Depok “dalam kurun waktu bulan agustus tahun 2021 hingga 

bulan september 2022, program Advokasi belum bisa berjalan dikarenakan 

tidak adanya Klien”72 

 

B. Pembahasan  

1. Peran BP 4 dalam mengatasi masalah perceraian 

Peran Bp 4 sebagai organisasi yang berupaya untuk meningkatkan 

kualitas perceraian tidak lepas dari kontribusi Sejarah beberapa organisasi 

serupa yang dibentuk oleh beberapa daerah. Organisasi tersebut 

diantaranya di Jawa Barat dengan nama BP 4 (Badan Penasihat 

Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian), di Jakarta dengan nama P-5 

                                                           
70 Ibid.  
71 Ibid.  
72 Ibid.  
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(Penitia Penasihatan Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian), dan di 

Yogyakarta BKRT (Badan Kesejahteraan Rumah Tangga). Hadirnya 

organisasi tersebut merupakan gerakan kepedulian yang terbangun atas 

dasar wujud keprihatinan yang terjadi terhadap semakin menurunnya 

angka kualitas perkawinan yang terjadi sehingga angka perceraian 

meningkat. Kemudian pada Bulan Januari 1960 BP 4 disepakati bersifat 

Nasional atas hasil perundingan pengurus BP 4 skala lokal dan bersepakat 

untuk menyatukan organisasi serupa menjadi organisasi yang bersifat 

Nasional.  Penegasan keberadaan BP 4 diperkuat dengan dikeluarkannya 

Surat Keputusan Mentri Agama No.85 tahun 1961 yang menjadikan BP 4 

sebagai satu-satunya organisasi yang bergerak dalam Penasihatan 

Perkawinan dan pengurangan perceraian perihal nikah, talak dan rujuk. 

Dengan Anggaran Dasar yang baru disusun tersebut menghasilkan 3 

tujuan yaitu pertama mempertinggi nilai perkawinan, kedua Mencegah 

perceraian yang sewenang-wenang, ketiga Mewujudkan susunan rumah 

tangga yang bahagia sejahtera sesuai tuntunan islam.73 

Keberadaan BP4 sejak awal dibentuk hingga sekarang telah 

mengalami banyak dinamika organisasi yang tidak sedikit. Dimulai dari 

keberhasilan dalam menekan angka perceraian sampai pada sulitnya  

organisasi ini melakukan pergerakannya untuk mencapai tujuan yang ingin 

dicapai. Berbagai kendala yang dialami ini bukan atas tanpa sebab, 

                                                           
73 Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan  (BP4) Pusat, Dikutip dari 

https://bp4pusat.id/ diakses pada hari Sabtu Tanggal 25 Juni 2022 Jam 14.01 WIB 

https://bp4pusat.id/
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melainkan kebijakan yang dibentuk pemerintah untuk memberikan 

kepastian hukum yang baik belum bisa memberikan kebermanfaatan 

kepada semua pihak. Termasuk kepada organisasi BP4 yang mendapatkan 

pengaruh dalam menjalankan tugasnya sebagai organisasi yang fokus 

untuk meningkatkan kualitas perkawinan.   

Lahirnya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan memberikan 

pembaharuan aturan hukum perkawinan di Indonesia yang bersifat 

menyeluruh untuk masyarakat. Keadaan yang demikian memberikan 

kemudahan bagi para lembaga penegak hukum untuk memutus perkara 

dengan satu aturan yang sama dengan setiap kasus.  Namun dari sisi yang 

lain keberadaan UU No 1 tahun 1974 membawa beberapa perpindahan 

kewenangan yang terjadi di dalam tubuh BP4. Perbedaan yang terjadi 

adalah tidak adanya kewajiban untuk melakukan Mediasi di BP 4 bagi 

pasangan yang ingin bercerai sehingga dapat langsung mengajukan ke 

pengadilan agama. Sebagaimana tercantum pada Pasal 39 “Perceraian 

hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan 

yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah 

pihak”. Keadaan tersebut mengakibatkan pengadilan mempunyai peran 

kewenangan penuh untuk mendamaikan para pihak dalam proses 

peceraian.  

Kemudian munculnya “Peraturan Pemerintah No 73 tahun 1999 

tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang 

Bersumber dari Kegiatan Tertentu” mengakibatkan BP4 tidak mendapat 
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anggaran dana untuk menjalankan tugasnya secara maksimal. Pengelolaan 

organisasi BP4 mendapatkan tekanan berat terhadap finansial internal 

mulai dari Pusat hingga Daerah.    

Peran BP4 dalam membimbing keluarga agar terhindar dari 

problematika perceraian menjadi tidak mudah. Proses dinamika yang 

melekat pada BP4 beserta tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas  

menjadi bagian yang perlu diperhatikan. Sehingga,  Anggaran Dasar dan 

Anggaran Rumah Tangga BP4 dalam organisasi perlu  disesuaikan dengan 

kondisi internal atas sikap dalam merespon perubahan yang terjadi. 

Tentunya dalam upaya untuk melaksanakan perannya BP4 tetap mengacu 

pada UU No 1 tahun 1974 sebagai aturan hukum yang sesuai di bidangnya. 

Dalam melaksanakan perannya sifat yang melekat pada organisasi 

BP4 adalah sosial keagamaan dibawah binaan Kementrian Agama dan 

mitra kerja Kementrian terkait. Maka dalam upaya untuk meningkatkan 

mutu perkawinan menjadi tanggung jawab bersama dengan pemerintah. 

Sehingga dukungan pemerintah terhadap organisasi ini sangat diperlukan 

agar dapat menjalankan perannya secara optimal.  

Hadirnya Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam 

No DJ.II / 372 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra 

Nikah menguatkan kembali peran BP4 untuk terus melakukan 

pendampingan terhadap pemberian bekal pengetahuan seputar perkawinan  

atau yang sering disebut suscatin. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 

ayat 1 disebutkan “Penyelenggara Kursus pra nikah adalah BP4 dan 
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organisasi keagamaan islam yang telah memiliki akreditasi dari 

kementerian”.74 Adanya peraturan tersebut merupakan wujud kepedulian 

pemerintah dalam mencegah adanya sebuah perceraian yang dikarenakan 

minimnya bekal pengetahuan dalam menjalani dinamika kehidupan.  

Beberapa Langkah yang dilakukan BP4 dalam mengatasi perceraian 

disesuaikan dengan tujuan organisasi yaitu “mempertinggi mutu 

perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran islam 

untuk mencapai masyarakat dan bangsa indonesia yang maju, 

mandiri,bahagia, sejahtera materil dan spirituil”.75 Agar tujuan tersebut 

dapat terwujud maka diperlukan beberapa konsep diantaranaya :  

a. Meningkatkan kualitas perkawinan.76 

Tercapainya keluarga sakinah mawadah warahmah merupakan 

impian setiap pasangan dalam menjalin sebuah perkawinan. Ada 

banyak persiapan yang harus dipenuhi setiap pasangan agar 

mempunyai bekal yang cukup untuk mengarungi dinamika yang akan 

dialami pasangan dalam menempuh kehidupan rumah tangga. Peran 

BP4 dalam upaya untuk meningkatkan kualitas perkawinan sangatlah 

diperlukan agar para pasangan mempunyai bekal pengetahuan yang 

baik dalam perkawinan. Tentunya kegiatan tersebut harus dilakukan 

secara terus menerus agar mendapatkan hasil yang optimal. Beberapa 

upaya yang dilakukan ialah dengan penyelenggaraan proses 

                                                           
74 Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No DJ.II / 372 Tahun 2011 

tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. 
75 Anggaran Dasar /Anggaran rumah tangga BP 4  
76 Ibid.   
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pemberian bimbingan perkawinan atau yang dinamakan Kursus Pra 

Nikah. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk membekali pasangan 

dalam meningkatkan pengetahuan seputar kehidupan rumah tangga 

dan keluarga.  

Ada beberapa materi yang diberikan dalam membekali pasangan 

sebelum masuk pada dinamika perkawinan. Diantaranya fungsi-

fungsi keluarga, merawat cinta kasih dalam keluarga, manajemen 

konflik dalam keluarga,dan psikologi perkawinan dan keluarga.77  

b. Menurunkan angka perceraian melalui kegiatan Konseling, Mediasi, 

dan Advokasi.78 

Dalam menempuh kehidupan rumah tangga sebuah pertentangan 

dengan pasangan terhadap suatu keinginan akan sering terjadi. 

Keadaan tersebut terjadi seiring proses peningkatan interaksi yang 

dilakukan dalam merumuskan suatu keputusan. Namun tidak jarang 

bahwa pertentangan akan berujung pada konflik yang berkepanjangan 

yang bersifat destruktif. Maka, melalui celah demikian benih 

perceraian akan timbul atas konflik yang tidak mencapai kesepakatan.  

Peran BP4 dalam mengupayakan pendampingan penyelesaian 

persoalan yang terjadi seputar perkawinan penting untuk dilakukan. 

Melalui upaya konseling, mediasi, dan advokasi sebagai jalur yang 

ditempuh dalam penyelesaian persoalan. Kegiatan tersebut berupaya 

                                                           
77 Kurikulum dan Silabus Kursus pra nikah dalam lampiran Peraturan Dirjen Bimas 

Nomor: DJ.II/542 tahun 2013. 
78  Ibid.  
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mencari jalan keluar yang dibantu oleh konselor dengan pemberian 

sebuah solusi yang ditawarkan. Kemudian klien mempunyai 

kewenangan penuh untuk mengambil keputusan atas penawaran yang 

diberikan. Pada pasal 6 ayat 3 dan 6 tentang upaya dan usaha 

Anggaran Dasar BP4 manyebutkan bahwa Ada bentuk lain 

pendampingan yang dilakukan BP4 yaitu  berupa bantuan Mediasi dan 

Advokasi kepada para pihak yang berperkara di pengadilan. 

 

2. Pelaksanaan Konseling Dan Mediasi Sebagai Upaya Menurunkan Angka 

Perceraian Di Kecamatan Depok 

Kehadiran BP4 sebagai organisasi yang bermitra dengan pemerintah 

dalam upaya mencapai tujuan  sudah berjalan selama kurang lebih 61 tahun. 

Legalitas keberadaan BP 4 sebagai organisasi ditetapkan dalam SK yang 

dikeluarkan oleh mentri agama RI no 85 tahun 1961. BP4 hadir menjadi bagian 

sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam meningkatkan kualitas perkawinan 

dan atas terciptanya UU no 1 tahun 1974.  

Dalam menjalankan roda organisasinya, Peran BP4 untuk menurunkan 

angka perceraian menyesuaikan dengan AD/ART yang dibahas pada 

Musyawarah Nasional. Sebagaimana disebutkan dalam AD/ART pasal 5 

tentang Asas dan Tujuan ayat 2 menjelaskan bahwa, menurunkan angka 

perceraian dengan meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang 

bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi.Upaya tersebut  

dilaksanakan sebagai cara untuk mendampingi pasangan perkawinan yang 
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belum bisa menyelesaikan permasalahanya. Dalam melakukan gerakannya 

BP4 membagi menjadi 3 wilayah kepengurusan diantaranya adalah pusat, 

kabupaten dan lingkup kecamatan.  

Bedasarkan Peran yang melekat pada bp4 dalam menurunkan angka 

perceraian. Konseling dan Mediasi digunakan sebagai sarana bagi pasangan 

dalam upaya mencari jalan keluar terhadap pemasalahan yang sedang terjadi 

seputar kehidupan perkawinan. Proses tersebut digunakan sebagai upaya 

preventif sebelum pasangan melangsungkan perceraian di pengadilan agama 

setempat. Dengan harapan bahwa pasangan yang melakukan konseling dan 

mediasi dapat menemukan perdamaian terhadap solusi dari permasalahannya. 

Sehingga upaya untuk melakukan perceraian dapat dihindarkan agar dapat 

kembali menjalani kerukunan dalam perkawinan. 

Dalam membantu pasangan yang sedang mengalami permasalahan BP 4 

Kecamatan Depok membuka kelas Konseling dan Mediasi pada hari Kamis. 

Namun terkadang tidak menuntut kemungkinan diluar jam yang disediakan 

tersebut akan tetap dilayani. Hal itu dilakukan merupakan wujud kekhawatiran 

BP4 terhadap pasangan yang belum bisa menyelesaikan permasalahannya akan 

berakibat pada banyak kemungkinan yang bisa terjadi.   

Eksistensi berjalannya peran Konseling dan Mediasi di BP4 kecamatan 

Depok dilakukan dengan beberapa prosedur dalam melakukan kegiatan. Proses 

administrasi tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memverifikasi data 

terhadap pasangan yang telah melakukan perkawinan dan sebagai basis data.  
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Adapun beberapa prosedur  dalam melakukan Konseling dan mediasi 

tersebut meliputi :  

1) Proses pendaftaran di kantor BP4  

Klien datang ke kantor BP4 Kecamatan Depok untuk mendaftarkan  

dengan menyampaikan maksud dan tujuannya. Proses ini digunakan untuk 

mengetahui keinginan Klien dalam upaya penyelesaian masalahnya. 

Kemudian konselor akan menanyakan identitas Klien secara lengkap 

beserta alamatnya.  

2) Klien menyampaikan permasalahnya kepada konselor  

Pada  tahap ini Klien menyampaikan permasalahan kepada konselor 

dengan keadaan yang sebenarnya. Kemudian konselor akan memahami 

permasalahan yang sedang dialami oleh Klien. Dalam keadaan yang 

demikian konselor akan mempertimbangkan untuk melakukan konseling 

atau mediasi.  

Bahwa dalam pelaksanaan konseling dapat dilakukan baik satu maupun 

dua orang dalam upaya untuk memberikan pencerahan terhadap 

permasalahan yang sedang dialami. Ada beberapa perbedaan dalam 

menguraikan proses konseling dan mediasi. Pertama, jika pasangan datang 

dengan menceritakan permasalahan yang sama dengan prespektif yang 

sama dan ketika itu terjadi kebingungan dalam pengambilan sikap maka 

keadaan tersebut dapat dikategorikan upaya konseling. Kedua, jika 

pasangan datang dengan persoalan yang sama namun terdapat prespektif 
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yang berbeda dan timbulnya sebuah perselisihan maka keadaan tersebut 

dapat dikategorikan sebagai upaya mediasi.  

Dalam proses melakukan mediasi upaya pertama yang dilakukan kepada 

klien adalah dengan diawali dengan konseling. Kemudian jika para pihak 

yang bersangkutan diketahui keberadaannya dan memungkinkan maka 

proses tersebut akan dilanjutkan dengan upaya pemanggilan dengan jadwal 

yang nantinya akan disusun. Proses Mediasi akan dilakukan dengan 

melakukan pemanggilan terhadap pihak yang bersangkutan untuk datang ke 

kantor BP4 agar menyampaikan permasalahan yang dialaminya.  

3) Tahap kesimpulan  

Tahap kesimpulan merupakan proses akhir dalam melakukan Konseling 

dan Mediasi. Sehingga hasilnya akan diketahui setelah konselor 

menyampaikan penawaran solusinya. Konselor akan memberikan 

keputusan terhadap proses penyampaian permasalahan yang sudah 

dilakukan oleh klien. Hasil keputusan yang disampaikan oleh konselor 

bersifat anjuran untuk diterima atau sebaliknya. Hal itu dikarenakan peran 

yang melekat pada konselor hanya berupa pendampingan untuk mencarikan 

alternatif solusi terhadap permasalahan yang sedang dialaminya. Sehingga 

keputusan penuh terdapat pada pasangan yang sedang berselisih. 

Disamping adanya alternatif solusi yang diberikan, pemberian nasihat – 

nasihat seputar perkawinan juga dilakukan. Jika pasangan yang berselisih 

memilih untuk berdamai maka disarankan untuk berkomitmen terhadap 

keputusan yang sudah diambil. Namun jika dalam penyelesaian masalahnya 
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tidak memungkinkan untuk berdamai maka penasihatan terhadap hak dan 

kewajiban yang melekat pada masing-masing anggota keluarga tidak untuk 

dilupakan. Hal tersebut difungsikan agar pasangan tetap menjaga keutuhan 

dalam rumah tangga. Dan diharapkan dapat memudarkan upaya untuk 

mengambil jalur perceraian sebagai penyelesaian akhir dari masalah yang 

dialami oleh pasangan.  

Sehingga serangkaian kegiatan dalam konseling dan mediasi yang 

dilakukan oleh BP4 Kecamatan Depok tersebut merupakan wujud 

pendampingan terhadap pasangan yang mempunyai permasalahan dan 

sebagai upaya yang dilakukan untuk menurunkan akan terjadinya 

perceraian. Proses pendampingan tersebut dilakukan sepenuhnya bersama 

para konselor di kantor BP4 kecamatan depok. Sehingga jika proses 

penyelesain persoalan belum bisa mencapai islah bersama konselor. 

Konselor belum bisa melakukan pendampingan lebih kepada pasangan 

dalam melanjutkan persoalnnya ke Pengadilan Agama. Sebagaimana 

disampaikan oleh salah satu peserta mediasi menyampaikan bahwa mereka 

tetap bercerai setelah mengikuti proses mediasi yang dilakukan di BP4 

kecamata depok.  

Hasil akhir yang akan didapatkan oleh pasangan yang belum bisa islah 

atau berdamai namun sudah melakukan Konseling atau Mediasi akan 

mendapatkan surat Rekomendasi. Surat tersebut digunakan untuk 

mendapatkan administasi lainnya di tingkat kelurahan. Hal itu dilakukan 

karena antara BP4 dan kelurahan sudah melakukan MOU agar para 
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pasangan yang ingin bercerai harus mendapat surat rekomendasi dari BP4 

Kecamatan Depok. Upaya tersebut dilakukan sebagai wujud kepedulian 

BP4 terhadap dinamika yang terjadi dalam rumah tangga agar dapat kembali 

rukun seperti semula. Dan harapannya angka perceraian dapat diturunkan 

melalui program progam yang dibentuk.  

Bedasarkan data tersebut pada tahun 2021 jumlah pasangan yang 

mengikuti konseling berjumlah 167 sedangkan untuk mediasi berjumlah 

155. Sedangkan pada tahun 2022 jumlah pasangan yang mengikuti 

konseling sejumlah 146 sedangkan untuk mediasi berjumlah 118.  

Bedasarkan data tersebut terlihat bahwa eksistensi keberadaan BP4 sebagai 

media dalam membatu pasangan memecahkan permasalahan yang sedang 

dialaminya sangat dibutuhkan. 

Dalam melakukan program konseling dan mediasi ada beberapa faktor 

yang biasanya melekat kepada pasangan yang berhasil islah untuk mencapai 

kesepakatan dan mengurungkan untuk melakukan percerian. Adapun faktor 

tersebut adalah kesamaan dalam menyamakan sebuah persepsi terhadap 

permasalahan yang sedang dialami, kemudian mampu mengendalikan 

komunikasi dengan baik.  

Adapun dalam melaksanakan pelaksanaan programnya dalam konseling 

dan mediasi BP4 Kecamatan Depok mengalami beberapa kendala. 

Diantaranya perihal biaya dalam upaya untuk melakukan pemanggilan 

kepada pihak yang bersangkutan. Hal itu dikarenakan BP4 Kecamatan 

Depok tidak mendapatkan dana dari pemerintah dalam melaksanakan 
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agenda tersebut. Walaupun dalam sifat yang melekat dalam organisasi ini 

sebagai mitra dengan pemerintah dalam meningkatkan kualitas perkawinan. 

Harapannya dengan beban program kerja yang melekat pada BP4 yang tidak 

sedikit, Pemerintah dapat melihat bahwa dalam upaya untuk meningkatkan 

kualitas perkawinan membutuhkan biaya operasional. 

 

3. Pelaksanaan Advokasi Dalam Upaya Menurunkan Angka Perceraian 

Di Kecamatan Depok 

 

Dalam menjalani Dinamika rumah tangga berbagai peristiwa yang 

terjadi merupakan wujud usaha dalam mencapai tujuan perkawinan. Namun 

sebagian pasangan terkadang tidak berjalan sesuai dengan harapan yang 

diinginkan. Adanya kekerasan dalam upaya penyelesain konflik 

menyebabkan persoalan menjadi semakin sulit untuk diselesaikan. Rumah 

tangga yang seharusnya menjadi tempat yang aman bagi anggota keluarga 

untuk melanjutkan kehidupan justru menjadi tempat yang menyeramkan 

untuk dihuni.  

Bedasarkan pada AD/ART BP4 disebutkan bahwa dalam upaya 

menangani masalah perceraian, advokasi menjadi salah satu alternatif 

program dalam mendampingi pasangan terhadap permasalahan yang 

berkaitan dengan pelanggaran hukum dalam lingkup rumah tangga. 

Sebagaimana disebutkan dalam AD/ART BP4 pasal 5 point 2“Menurunkan 

angka perceraian dengan meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang 

bermasalah melalui kegiatan konseling,mediasi dan advokasi”.  
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BP4 kecamatan depok dalam menjalan salah satu fungsi dalam upaya 

menurukan angka percerian melalui Advokasi dimulai dengan  beberapa 

prosedur administrasi diantaranya :  

1) Klien datang ke kantor BP4 kecamatan depok  

Klien datang ke kantor BP4 Kecamatan Depok untuk mendaftarkan 

permasalahannya.  

2) Klien menyampaikan permasalahannya  

Klien diberikan kebebasan untuk menyampaikan permasalahan yang 

sedang dialami dengan keadaan yang seadannnya sesuai dengan kenyataan.  

3) Pemecahan solusi  

Petugas memberikan alternatif solusi berdasarkan permasalahan yang 

dialami dan melakukan pendampingan sesuai dengan jenis kasusnya. 

Dengan bekerja sama dengan beberapa lembaga terkait diantaranya Polsek, 

Lembaga Perlindungan Anak dan Perempuan.  

Sebagai contoh jika terjadi dalam penyampaian permasalahan 

mengenai KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang mengakibatkan 

luka secara fisik. Maka petugas akan langsung berkoordinasi dengan 

kepolisian agar mendapatkan penanganan pertama. Kemudian ketika terjadi 

ancaman dan intimidasi dari pelaku, petugas akan berkoordinasi dengan 

Kabupaten Sleman agar mendapatkan Rumah Aman. Sehingga secara 

hukum korban akan dilindungi dan secara psikis korban akan merasa aman 

selama proses penanganan kasus. Termasuk pemberian pendampingan 

dalam mendapatkan proses visum jika kasus akan diteruskan ke pengadilan 
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agama. Sehingga fungsi advokasi yang berjalan adalah berbentuk 

pendampingan untuk mendapatkan bantuan kepada instansi terkait agar 

mendapatkan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh korban.  

Namun, dalam menjalankan fungsinya yaitu Adokasi. BP 4 

Kecamatan Depok mempunyai beberapa hambatan yaitu selama kurun 

waktu bulan agustus tahun 2021 hingga sekarang tidak adanya kasus yang 

berkaitan dengan hukum.   Sehingga dalam menjalankan peran fungsi ini 

belum bisa berjalan secara maksimal dikarenkan tidak adanya klien. 

Biasanya dalam upaya awal Konseling dan Mediasi dapat menghasilkan 

suatu keputusan sehingga klien tidak melanjutkan ke upaya yang berkaitan 

dengan hukum. Untuk kasus yang berkaitan dengan upaya Hukum dalam 

Bp4 lebih banyak terjadi di tingkat kabupaten. 

Adapun kasus tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga 

dijadikan bukti dalam upaya untuk melakukan perceraian di Pengadilan 

Agama. Dan bukan secara pemidanaan. Sebagaimana diatur dalam UU no 

23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

menyatakan bahwa perilaku KDRT dapat dipidana sesuai dengan jenis 

kekerasan yang dilakukan oleh pelaku.79 Maka ketentuan lebih lanjut 

mengenai pemberian bantuan advokasi disesuaikan dengan permintaan 

klien dalam penyelesaian kasusnya.  

Sedangkan dalam upaya melihat implementasi pemenuhan 

pendampingan di pengadilan agama. Sebagaimana disebutkan dalam 

                                                           
79 UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
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AD/ART pada pasal 6 point 4  belum bisa dilakukan. Pelaksanaan tugas 

yang dilakukan sejauh ini dalam BP4 Kecamatan Depok dalam upaya 

menangani permasalahan dalam keluarga hanya terjadi dalam pemberian 

surat rekomendasi hasil keputusan atas penyampaian permasalahan yang 

disampaikan. Untuk pendampingan sejauh ini tidak sampai ke pengadilan 

agama.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

1. Peran BP4 dalam mengatasi perceraian telah mengalami dinamika 

dikarenakan beberapa aturan yang dibentuk pemerintah. Beberapa 

aturan tersebut adalah UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan, 

Peraturan Pemerintah No 73 tahun 1999 tentang Tata Cara 

Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Peraturan Direktur 

Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No DJ.II / 372 Tahun 2011 

tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah membawa 

dampak yang siknifikan terhadap peran yang dijalankan. Sehingga 

BP4 melakukan penyesuaian organisasi pada AD/ART agar mampu 

bertahan terhadap dinamika yang dialami. Adapun bentuk peran yang 

melekat pada BP4 dalam mengatasi Perceraian menyimpulkan 2 

bagian  pertama meningkatkan kualitas perkawinan dengan 

melakukan bimbingan perkawinan yang digunakan untuk membekali 

calon pengantin agar lebih siap dalam menjalankan rumah tangga. 

Kemudian yang kedua melakukan upaya Konseling, Mediasi, dan 

Advokasi sebagai sarana untuk menurunkan angka perceraian. 

2. Pelaksanaan Konseling, Mediasi, dan Advokasi sebagai upaya untuk 

menurunkan angaka perceraian di Kecamatan Depok dilakukan 

dengan berjalannya peran konseling dan mediasi di Kantor BP 4 

Kecamatan Depok. Adapun beberapa prosedur dalam pelaksanaan  
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Konseling dan Mediasi diantaranya pertama klien melakukan 

pendaftaran di Kantor BP4, kedua klien menyampaikan 

permasalahanya, ketiga Konselor/Mediator memberikan alternatif 

solusi terhadap permasalahan yang sedang dialaminya. Kemudian 

klien diberikan kesempatan untuk mempertimbangkan alternatif 

solusi yang diberikan. Bahwa Untuk mediasi tahap awal dilakukan 

mekanisme konseling terlebih dahulu kemudian dilakukan mediasi. 

Pada proses ini proses pendampingan hanya dilakukan di Kantor BP4 

kecamatan depok dan tidak sampai pada pengadilan agama. 

Pelaksanaan konseling dan mediasi dalam menurunkan angka 

perceraian di Kecamatan Depok dapat berjalan dengan menghasilkan 

klien selama kurun waktu 2020-2021. Sedangkan jumlah pasangan 

yang berhasil didamaikan selama kurun waktu tersebut masing-

masing 6 pasangan yang berhasil Islah atau berdamai.    

 Namun dalam pelaksanaan fungsi advokasi dalam kurun waktu 

bulan agustus tahun 2021 hingga bulan september 2022 tidak bisa 

berjalan dikarenakan mengalami beberapa hambatan diantaranya 

selama ini belum ada klien yang meminta bantuan hukum terkait 

permasalahan yang sedang dialaminya. Sehingga pelaksanaan 

advokasi pada Bp4 Kecamatan Depok belum bisa berjalan dengan 

optimal. Beberapa persoalan yang sering dialami oleh sebagian klien 

hanya dijadikan bukti untuk menyelesaikan secara perdata namun 

bukan secara pidana. Adapun kerjasama dilakukan dengan instansi 
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terkait seperti kepolisian atau Lembaga Perlindungan Anak dan 

Perempuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap klien, 

yang nantinya meminta bantuan kepada BP4 Kecamatan Depok. 

kemudian dalam Proses pendampingan dalam advokasi tidak sampai 

di lakukan dalam mekanisme beracara di Pengadilan Agama.  

B. Saran  

Bedasarkan hasil kesimpulan dari penelitian ini, Peneliti 

memiliki beberapa saran diantaranya:  

1. Masyarakan Umum  

Bagi masyarakat yang mempunyai problematika dalam rumah 

tangga yang belum bisa diselesaikan diharapkan menemui BP4 

Kecamatan Depok. Melalui organisasi ini akan mencoba untuk 

mengambil jalan yang terbaik dari proses penyelesaian problematika. 

Penawaran solusi akan diberikan sehingga pasangan mempunyai 

keputusan sendiri untuk membuat keputusan. Dan harapanya 

perceraian menjadi benar-benar jalan terakhir untuk menyelesaikan 

persoalan yang dialami. Mengedepankan kepentingan keluarga harus 

didahulukan agar terciptanya keharmonisan dalam rumah tangga.  

2. Pemerintah  

Dukungan Pemerintah terhadap kondisi keuangan dan pelatihan 

yang masif terhadap Organisasi BP 4 Kecamatan sangat dibutuhkan 

agar dapat melaksanakan tugasnya secara baik dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat. Walaupun sifat yang melekat pada 
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organisasi ini bersifat mitra kerja bersama pemerintah. Tidak ada garis 

yang mengharuskan untuk memberikan dana. Namun peran yang 

melekat dalam Organisasi BP 4 Kecamatan Depok seharusnya 

menjadi perhatian pemerintah dalam sama-sama mewujudkan 

keluarga yang berkualitas. 
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LAMPIRAN 

 

Proses Wawancara dengan Bapak H.Sunhaji selaku Wakil Ketua BP 4 

Kecamatan Depok  pada Tanggal 20 Juni 2022, Jam 11.03. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data Jumlah Pasangan yang mengikuti Konseling dan Mediasi di Kantor 

BP4 Kecamatan Depok Sleman.  
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Daftar Pertanyaan Wawancara 

Pewawancara  : Yusuf Kurniawan  

Narasumber   : H.Sunhaji 

Lokasi   : Kantor BP4 Kecamatan Depok  

Waktu   : 20 Juni 2022, Jam 11.03 

  

1) Bagaimana berjalannya konseling dan mediasi di BP 4 Kecamatan Depok ?  

2) Apa faktor yang mendorong pasangan dapat kembali rukun ?? 

3) Kapan jadwal konseling dan mediasi dibuka ?  

4) Apa kendala yang terjadi dalam pelaksanaan konseling dan mediasi dalam 

organisasi BP4 kecamatan depok ?  

5) Apakah ada proses pendampingan BP4 kecamatan depok kepada klien yang 

berperkara di pengadilan agama ?  

6) Kapan islah dapat diketahui ?  

7) Selama kurun waktu 2020-2021 berapakah klien yang mengikuti kegiatan 

konseling dan mediasi ?  
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Daftar Pertanyaan Wawancara 

Pewawancara  : Yusuf Kurniawan  

Narasumber   : H.Nurul Amri  

Lokasi   : Kantor BP4 Kecamatan Depok  

Waktu   : 20 Juni 2022, Jam 11.03 

 

1) Bagaimana pelaksanaan Advokasi di BP 4 Kecamatan Depok Sleman ? 

2) Bagaimana prosedur BP4 kecamatan dalam melaksanakan Advokasi di 

Kecamatan Depok  ?  

3) Apa faktor yang menghambat dalam melaksanakan fungsi Advokasi di BP4 

kecamatan depok ? 
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